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ABSTRAK 

Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip 

GoodGovernance Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 

Oleh : 

Abdul Aziz 

 
Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan Semaka berdasarkan kinerjanya masih 

belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pengaduan atau 

keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik, seperti menyangkut prosedur dan 

mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, 

kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana 

pelayanan.  sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta 

masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang 

berindikasi penyimpangaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan dalam 

penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan 

prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Good Governance) 

pada Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus? Dan Berapa besar 

pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap 

persepsi masyarakat kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ? Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan 

prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) 

dan seberapa besar pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi 

masyarakat terhadap persepsi masyarakat kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

populasi 88 orang yang diambil menggunakan teknik sampling total / sampel 

jenuhsehingga semua populasi menjadi sampel dalam penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan melalui metode kuesioner dan analisis dilakukan dengan pengolahan data 

menggunakan Program SPSS Statistics 25.0 for Windows 10. Temuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Hasil temuan pertama menunjukan bahwa terdapat pengaruh  yang sangat besar 

dari prinsip transparansi terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh 

menujukkan bahwa prinsip transparansi memberikan sumbangan efektif sebesar 

36,7% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 43 

responden / 48,86% 

2. Hasil temuan kedua menunjukan bahwa terdapat pengaruh  yang sangat kecil dari 

prinsip akuntabilitas terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh 

menujukkan bahwa prinsip akuntabilitas memberikan sumbangan efektif sebesar 

28,6% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 75 

responden / 85,23% 

3. Hasil temuan ketiga menunjukan bahwa terdapat pengaruh  yang sedang dari 

prinsip partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh 

menujukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat memberikan sumbangan efektif 

sebesar 34,7% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 

44 responden / 50% 

 

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat Dan, Prinsip Good Governance   
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MOTTO 

 

لمِِِِلۡمُؤۡمِنىُنَِ ٱوَِِۥعَمَلكَُمِۡوَرَسُىلهُُِِلَلُِّٱفسََيرََيِِعۡمَلىُاِ ٱِوَقلُِِ ِعَٰ ًٰ ونَِإلَِ وَسَترَُدُّ

دَةِِٱوَِِلۡغَيۡبِِٱ ٥٠١ِفيَنُبَِّئكُُمِبمَِبِكُنتمُِۡتعَۡمَلىُنَِِلشَهَٰ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

(Qs. At-taubah : 105) 
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BAB iI 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan iJudul 

Judul ikarya iilmiah iyang penulis bahas dalam Skripsi ini adalah : “Persepsi 

Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good 

Governance Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”. 

Menghindari salah ipengertian idalam imemahami imaksud ijudul iSkripsi iini, 

iterlebih idahulu iakan ipenulis iuraikan ibeberapa iistilah ipokok iyang iterkandung 

idalam ijudul itersebut. iHal iini iselain idimaksudkan iuntuk ilebih imempermudah 

ipemahaman, ijuga iuntuk imengarahkan ipada ipengertian iyang ijelas isesuai idengan 

iyang idikehendaki ipenulis. iBerikut iini idapat idijelaskan ibeberapa iistilah iyang 

iterkandung idalam ijudul. 

Persepsi iadalah ipengamatan itentang iobjek, iperistiwa iatau ihubungan i- 

ihubungan iyang idiperoleh idengan imenyimpulkan iinformasi idan imenafsirkan 

ipesan. iPersepsi iadalah imemberikan imakna ipada istimuli iinderawi i(sensory 

istimuli).
1

 iMenurut iLeavitt, ipersepsi idalam iarti isempit iialah ipenglihatan, 

ibagaimana iseseorang imelihat isesuatu, isedangkan idalam iarti iluas iialah ipandangan 

iatau ipengertian, iyaitu ibagaimana iseseorang imemandang iatau imengartikan 

isesuatu.
2
 

Masyarakat iKecamatan iSemaka iadalah isekelompok iorang iyang ihidup 

idalam isuatu iwilayah itertentu iyang imemiliki ipembagian ikerja isecara ifungsional 

                                                           
1
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 

cet 26, 2008 ), h.51 
2
  Harold J Leavitt,  Psikologi Manajemen, ( Ed. 4 yang dialih Bahasakan Oleh Muslichah 

Zarkasi. Jakarta: Penerbit Erlangga,1986 ), h. 63 



2 
 

ikhusus idan isaling itergantung i(interdependent), idan imemiliki isistem isosial ibudaya 

iyang imengatur ipara ianggota iyang imempunyai ikesadaran iakan ikesatuan idan 

iperasaan, iserta imampu ibertindak isecara ikolektif idengan icara iyang iteratur.
3

 

iMasyarakat idisini iyang ibertempat itinggal idi iKecamatan iSemaka. iKecamatan 

iSemaka imerupakan iKecamatan iyang iberada ipaling ibarat idari iKabupaten 

iTanggamus. iTerdapat isekitar i22 idesa i/ ipekon idi iKecamatan iSemaka. 

Prinsip iGood iGovernance iadalah idasar, iasas,
4

 iPemerintahan iyang ibaik 

idalam istandar iproses idan ihasil i i- i ihasilnya, isemua iunsur iperintahan ibisa ibergerak 

isecara isinergis, itidak isaling iberbenturan, imemperoleh idukungan idari irakyat idan 

iterlepas idari igerakan i- igerakan ianarkis iyang idapat imengahmbat iproses 

ipemabangunan.
5

 iPerinsip idalam ipenelitian iini iadalah iTransparansi, iAkuntabilitas, 

iPartisipasi iMasyarakat. i 

Prinsip iTransparansi ididefinisikan ioleh iHardjasoemantri ibahwa, i“seluruh 

iproses ipemerintah, ilembaga i- ilembaga, idan iinformasi iperlu idapat idiakses ioleh 

ipihak i- ipihak iyang iberkepentingan, idan iinformasi iyang itersedia iharus imemadai 

iagar idapat idimengerti idan idipantau.”
6
 

Prinsip iAkuntabilitas i(accountability) iberarti i“pemerintah iharus 

ibertanggung ijawab isecara imoral, ihukum idan ipolitik iatas ikebijakan idan itindakan i- 

                                                           
3
Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, Sosiologi Jilid II. Ed. 6, ( Jakarta. Erlangga, 1984 ) h. 129 

4
http://kbbi.web.id/prinsip , diakses pada 15 Mei 2017 

5
Asep sulaiman.Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, h. 180. 

6
 Koesnadi Hardjasoemantri, Good Governance dalam pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia ( Makalah untuk lokakarya pembangunan hukum nasional ke – 7 di Bali, tanggal 15 juli, 

2003) 
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itindakannya ikepada irakyat”. iIni iberarti iakuntabilitas idipakai iuntuk imengukur iatau 

imenilai iapakah i“mandat irakyat” idijalankan idengan ibaik iatau itidak.
7
 

Partisipasi iMasyarakat idalam iprinsip iGood iGovernance imenurut iUNDP, 

iyang idikutip ioleh iBatubara, ididefinisikan isebagai iketerlibatan imasyarakat idalam 

ipembuatan ikeputusan ibaik isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung imelalui 

ilembaga iperwakilan iyang idapat imenyalurkan iaspirasinya. iPartisipasi itersebut 

idibangun iatas idasar ikebebasan iberasosiasi idan iberbicara iserta iberpartisipasi isecara 

ikonstruksif.
8
 

Berdasarkan ipenegasan ijudul idiatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

di maksud dengan judul tersebut adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka 

Terhadap Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif ilmiah 

Penulis tertarik dengan permasalahan ini karena imelihat irealitas 

idilapangan idimana ipelaksanaan iprinsip i– iprinsip iGood iGovernance ibelum 

imaksimal idilakukan ioleh iaparat ipemerintahan iKecamatan iSemaka, 

iPersepsi imasyarakat iterhadap ikualitas ipelayanan ipemerintah isecara iumum 

iberdasarkan ikinerjanya imasih ibelum iseperti iyang idiharapkan. iHal iini idapat 

idilihat iantara ilain idari ipengaduan iatau ikeluhan idari imasyarakat itentang 

ipelayanan ipublik, iseperti imenyangkut iprosedur idan imekanisme ikerja 

                                                           
7
 Haryatmoko, Etika Publik untuk integritas pejabat publik dab politisi ( PT Gramedia 

Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building, Jakarta, 2011) h.106 
8
 Hasyim Alwi Batubara, konsep Good Governance dalam konsep otonomi daerah ( 

jurnal analisis administrasi dan kebijakan, Volume 3, nomor 1, januari – april 2006 ) 
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ipelayanan iyang iberbelit i- ibelit, itidak itransparan, ikurang iinformatif, ikurang 

iakomodatif, ikurang ikonsisten, iterbatasnya ifasilitas, isarana idan iprasarana 

ipelayanan, isehingga itidak imenjamin ikepastian i(hukum, iwaktu, idan ibiaya) 

iserta imasih ibanyak idijumpai ipraktek ipungutan iliar iserta itindakan i- 

itindakan iyang iberindikasi ipenyimpangaan iseperti ikorupsi, ikolusi, idan 

inepotisme. 

2. Alasan isubyektif iilmiah 

a. Judul iyang idiangkat iada irelevansinya idengan ijurusan ipeneliti iyaitu 

iPemikiran iPolitik iIslam idan ilokasi ipenelitian imudah idijangkau 

idengan isarana idan ibiaya iyang tidak berlebihan. 

b. Data dalam penelitian ini mudah di dapat, literatur tersedia, 

sehingga peneliti bisa tepat waktu. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Ditetapkannya Undang i- iundang inomor i22 iTahun i1999 iyang idiubah 

idengan iundang i- iundang inomor i32 itahun i2004 itentang ipemerintahan idaerah 

idiharapkan imenjadi ibirokrasi iyang iefektif. iDalam iundang i- iundang idisebutkan, 

ipemerintah ihanya imengelola ienam ibidang isaja iyaitu i: ipolitik iluar inegeri, 

ipertahanan ikeamanan, iperadilan, imoneter, ifiskal, idan iagama iserta ibeberapa ibidang 

ilainnya iyang imembawa iimplikasi ibaru idalam imanajemen ipublik idimana idomain 

i(pedoman) ipemerintah iberbeda. 

United iNations iDevelopment iProgramme imerumuskan iistilah iGovernance 

isebagai isuatu ipenyelenggaraan i(exercise) idari ikewenangan ipolitik, iekonomi idan 
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iadministrasi iuntuk imenata, imengatur idan imengelola imasalah i- imasalah isosialnya. 

iIstilah i"Governance" imenunjukan isuatu iproses idimana irakyat ibisa imengatur 

iekonominya, iinstitusi idan isumber i- isumber isosial idan ipolitiknya itidak ihanya 

idipergunakan iuntuk ipembangunan, itetapi ijuga iuntuk imenciptakan ikohesi, 

iintegrasi, idan iuntuk ikesejahteraan irakyatnya.
9
 

Hasil ipenelitian iGovernance iand iDesentralization iSurvey i(GDS),
10

 

imenemukan ifakta ibahwa i“secara iumum ipraktek ipenyelenggaraan ipelayanan 

ipublik idi iIndonesia imasih ijauh idari iprinsip i– iprinsip itata ipemerintahan iyang ibaik”. 

iGovernance iand iDesentralitation iSurvey i(GDS) imenemukan itiga imasalah ipenting 

iyang ibanyak iterjadi idilapangan idalam ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik, iyaitu 

ipertama, ibesarnya idiskriminasi ipelayanan. iPenyelenggaraan ipelayanan imasih 

iamat idipengaruhi ioleh ihubungan iper i- ikonco i- ian, ikesamaan iafiliasi ipolitik, ietnis, 

idan iagama. iFenomena isemacam iini itetap imarak iwalaupun itelah idiberlakukan iUU 

iNo. i28Tahun i1999 itentang iPenyelenggaraan iNegara iyang ibersih idari iKKN 

i(Korupsi, iKolusi idan iNepotisme) iyang isecara itegas imenyatakan ikeharusan iadanya 

ikesamaan ipelayanan, ibukannya idiskriminasi. iKedua, itidak iadanya ikepastian ibiaya 

idan iwaktu ipelayanan. iKetidakpastian iini imenjadi ipenyebab imunculnya ikorupsi, 

ikolusi idan inepotisme i(KKN), isebab ipengguna ijasa icenderung imemilih imenyuap 

i(menyogok) idengan ibiaya itinggi ikepada ipenyelenggara ipelayanan iuntuk 

imendapatkan ikepastian idan ikualitas ipelayanan. iDan iketiga, irendahnya itingkat 

                                                           
9
 Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang 

Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk 

Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 200 
10

 Agus Dwiyanto, Governance and DesentralitationSurvey (GDS , (Yogyakarta : Gajah 

Mada Univercity Press, 2003 ), h. 102 
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ikepusan imasyarakat iterhadap ipelayanan ipublik. iIni imerupakan ikonsekuensi idari 

iadanya idiskriminasi ipelayanan idan iketidakpastian. 

Persepsi imasyarakat iterhadap ikualitas ipelayanan ipemerintah isecara iumum 

iberdasarkan ikinerjanya imasih ibelum iseperti iyang idiharapkan. iHal iini idapat idilihat 

iantara ilain idari ipengaduan iatau ikeluhan idari imasyarakat itentang ipelayanan ipublik, 

iseperti imenyangkut iprosedur idan imekanisme ikerja ipelayanan iyang iberbelit i- ibelit, 

itidak itransparan, ikurang iinformatif, ikurang iakomodatif, ikurang ikonsisten, 

iterbatasnya ifasilitas, isarana idan iprasarana ipelayanan, sehingga tidak menjamin 

kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek 

pungutan liar serta tindakan - tindakan yang berindikasi penyimpangaan seperti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Mengacu pada beberapa uraian di atas buruknya 

pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum optimalnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualiatas kinerja birokrasi pelayanan 

publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Masih itingginya itingkat ikeluhan iyang idisampaikan ioleh imasyarakat 

ipengguna ijasa iterhadap ibirokrasi imenunjukan ibahwa ipada isuatu isisi ikualitas 

iproduk ilayanan ibirokrasi imasih idirasakan itidak idapat imemenuhi iharapan 

imasyarakat ipengguna ijasa, ipada isisi ilain itelah isemakin itumbuhnya ikesadaran 

imasyarakat ipengguna ijasa iuntuk imemenuhi ihak i- ihaknya isebagai ikonsumen iuntuk 

imemperolah ipelayanan idengan ikualitas iyang iterbaik. iNamun imeningkatnya 
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ipengguna ijasa itersebut iternyata imasih ibelum idiikuti idengan idaya itanggap iaparat 

ibirokrasi iterhadap ikeluhan imasyarakat. 

Pemerintah idaerah iyang itidak itransparan iadalah ipemerintah idalam 

imemerintah isuatu idaerah idianggap iditutup i– itutupi idan itidak imau imenerima 

iataupun imendapatkan icampur itangan idari ipihak iluar. iSistem ipemerintahan iyang 

itidak itransparan itentunya iakan imenciptakan isuasana iyang itidak ikondusif idan itidak 

inyaman. iSedangkan idalam iakuntabilitas isetidaknya iada itiga iaspek ipenting iyang 

iditekankan idalam ipengertian iakuntabilitas, iyakni: i(i) itekanan iakuntabilitas ipada 

ipertanggungjawaban ikekuasaan imelalui iketerbukaan ipemerintah iatau iadanya 

iakses iinformasi ibagi ipihak iluar iorganisasi ipemerintah i(ii) imemahami iakuntabilitas 

isekaligus isebagai itanggung ijawab idan iliabilitas isehingga itekanan ilebih ipada isisi 

ihukum, iganti irugi, idan iorganisasi” i(iii) itekanan ilebih ipada ihak iwarga inegara iuntuk 

ibisa imengoreksi idan iambil ibagian idalam ikebijakan ipublik isehingga iakuntabilitas 

idisamakan idengan itransparansi. iAdapun idalam ipartisipasi imasyarakat, isuara i- 

isuara irakyat iyang imenghendaki isosok ipemerintah idaerah iyang idekat idengan 

irakyat, idan imengutamakan ikepentingan irakyat idibandingkan ikepentingan ipribadi 

iterbentur ioleh iarogansasi idan isikap iacuh idari ikalangan ipejabat ipenyelenggara 

pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan tentang fenomena iserta ikejadian idiatas ipenulis 

imemandang imasih irendahnya ikualitas iorganisasi ipublik idalam imenanggapi 

ikeluhan, imasalah idan iaspirasi imasyarakat iyang iberbasis ipada ipelayanan ihak, 

idengan ikata ilain isetiap iorang iatau iwarga inegara ipunya ihak iyang sama dalam 

pelayanan pemenuhan hak dasarnya dan negara wajib memenuhinya. 
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Berdasarkan pertimbangan diatas penulis merasa tertarik melakukan 

penelitian tentang persepsi masyarakat Kecamatan Semaka terhadap pelaksanaan 

prinsip Good Governance, adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah : 

“Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip 

Good Governance Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah iada ipengaruh ipersepsi imasyarakat iterhadap ipelaksanaan 

iprinsip itransparansi, iakuntabilitas idan ipartisipasi imasyarakat i(Good 

iGovernance) ipada iPemerintah iKecamatan iSemaka iKabupaten 

iTanggamus i? 

2. Berapa ibesar ipengaruh iprinsip itransparansi, iakuntabilitas idan 

ipartisipasi imasyarakat iterhadap ipersepsi imasyarakat ikecamatan 

iSemaka iKabupaten iTanggamus i? 

E. Tujuan iPenelitian 

1. Untuk imengetahui ipengaruh ipersepsi imasyarakat iterhadap ipelaksanaan 

iprinsip itransparansi, iakuntabilitas idan ipartisipasi imasyarakat i(Good 

iGovernance) ipada iPemerintah iKecamatan iSemaka iKabupaten 

iTanggamus. 

2. Untuk imengetahui iseberapa ibesar ipengaruh iprinsip itransparansi, 

iakuntabilitas idan ipatisipasi iterhadap ipersepsi imasyarakat iKecamatan 

iSemaka iKabupaten iTanggamus. 
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F. Manfaat iPenelitian 

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua bentuk yaitu manfaat 

praktis  dan manfaat teoritis. 

1. Manfaat praktis 

Kegunaan ipraktis idalam ipenelitian iini iadalah isebagai ibahan imasukan 

ibagi ipegawai ikantor icamat iSemaka iuntuk imelaksanakan itugasnya 

isebagai iagen ipelayanan ipublik, idan imenerapkan iprinsip i– iprinsip iGood 

iGovernance iagar itercipta ipemerintahan idan ipelayanan iyang ibaik iserta 

imasyarakat ipuas iatas ipelayanan iyang idiberikan. iSebagai imasukan 

ikepada imasyarakat iSemaka iagar idapat imenjadi ipengawas ibagi 

ipemerintahan ikecamatan iSemaka iagar itidak iterjadi ipraktek i– ipraktek 

iKKN. 

2. Manfaat iTeoritis i 

a. Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ikhazanah 

ipengetahuan idan ikeilmuan idalam ikajian istudi iilmu iPolitik. 

iKhususnya ipada ibidang iPemikiran iPolitik iIslam. 

b. Bagi ipeneliti isebagai itambahan ipengetahuan itentang ipentingnya 

ipegawai imenerapkan iatau imelaksanaan iprinsip i– iprinsip iGood 

iGovernance iuntuk imewujudkan ipemerintahan iyang ibaik. iDan ijuga 

isebagai ibahan imasukan idalam iliteratur ikepustakaan ibagi ikalangan 

iyang iberkepentingan idan itertarik ipada imasalah iyang isama. 
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BAB i iII 

PERSEPSI iMASYARAKAT, iPELAKSANAAN iPRINSIP  

GOOD GOVERNANCE 

 

A. Persepsi Masysrakat 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi iadalah ikemampuan iuntuk imembeda i- ibedakan, 

imengelompokkan, imemfokuskan idan isebagainya iitu idisebut isebagai 

ikemampuan iuntuk imengorganisasikan idan ipengamatan.
11

 

Dalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia ipersepsi imerupakan 

itanggapan i(penerima) ilangsung idari isuatu iserapan iatau iproses iseseorang 

imengetahui ibeberapa ihal imelalui ipanca iinderanya.
12

 

Selanjutnya iWalgito imenyebutkan ibahwa ipersepsi imerupakan 

isuatu iproses iyang idiketahui ioleh ipenginderaan. iPenginderaan imerupakan 

isuatu iproses iditerimanya istimulus i(rangsangan) ioleh iindividu imelalui ialat 

ipenerima iyaitu iindera, iditeruskan ioleh isyaraf ike iotak isebagain ipusat 

isusunan isyaraf idan iproses iselanjutnya idisebut iproses persepsi”.
13

 

Persepsi imerupakan isuatu ipengalaman iterhadap isuatu iobjek 

iperistiwa iataupun ihubungan i- ihubungan iyang idiperoleh iseseorang, 

ikemudian idisimpulkan idan iditafsirkan. iProses ipersepsi iakan itetap 

iberlangsung iselama imanusia imengenal ilingkungannya. iSetiap ikali ikita 

                                                           
11

 Sarlito Wirawan Surwono, Pengantar Umum Pisikoligi, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982), edisi ke 1, h. 44 
12

 Depertemen Pendididkan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), edisi ke 3, h. 863 
13

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta. Andi. . 2002), edisi ke 2, h. 

45 
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iberinteraksi idengan ilingkungan iakan imemberi irespon iatau ireaksi, ibaik 

iyang iberupa itingkah ilaku, ipendapat, isikap, iatau iide imenurut iintervensi 

imasing i- imasing iindividu. iDengan idemikian ipersepsi i/ itanggapan iyang 

idiberikan imasing i- imasing iindividu itidak iselalu isama, iwalaupun idilakukan 

ipada isaat iyang ibersamaan. iSetiap iorang iakan imemberikan iinterprestasi 

iyang iberbeda itentang iapa iyang idilihat idan idialaminya. 

Manusia isebagai imahluk isosial itidak imungkin idapat ihidup isendiri 

itanpa iadanya ibantuan iatau iinteraksi idengan iindividu ilainnya. iArtinya 

ikehidupan imanusia itidak idapat iterlepas idari ilingkungannya, ibaik 

ilingkungan ifisik imaupun ilingkungan isosialnya. iSejak iindividu idilahirkan, 

isejak iitu ipula iindividu isecara ilangsung iberhubungan idengan idunia iluar 

iatau ilingkungannya. iMulai isaat iitu ipula iindividu isecara ilangsung 

imenerima istimulus idari iluar idirinya. 

Persepsi imerupakan iproses ipengorganisasian, ipenginterprestasian 

iterhadap istimulus iyang iditerima ioleh iorganisme iatau iindividu isehingga 

imerupakan isesuatu iyang iberarti, idan imerupakan irespon iyang iintegrated 

i(satu ikesatuan) idalam idiri iindividu. iKarena imerupakan iaktivitas iyang 

iintegrated, imaka iseluruh ipribadi, iseluruh apa yang ada dalam diri individu 

ikut aktif berperan dalam persepsi itu.
14

 

2. Proses terjadinya persepsi 

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, 

proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek 

                                                           
14

Ibid, h. 94 
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menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan 

oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses 

dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.
15

 

Apa iyang iada idalam idiri iindividu iakan imempengaruhi iindividu 

idalam imengadakan ipersepsi iinilah iyang idisebut ifaktor iinternal. iSedangkan 

ifaktor ieksternal iyang ijuga imempengaruhi iindividu idalam iproses ipersepsi 

iadalah istimulus iitu isendiri, iserta ilingkungan idimana ipersepsi iitu 

iberlangsung. iFaktor iinternal idan ieksternal isaling iberinteraksi idalam idiri 

iindividu idalam imengadakan ipersepsi. 

Perbedaan ipersepsi iini iterutama ioleh ifaktor ikepribadian. iKarena 

itiap iindividu imemiliki ikepribadaian iyang iberbeda i- ibeda, iwajar ijika iterjadi 

iperbedaan idalam imenafsirkan isuatu iobjek iyang idiamati. 

3. Faktor i– iFaktor iPersepsi 

Bahwa isecara iumum idapat idikatakan ibahwa iterdapat itiga ifaktor 

iyang imempengaruhi ipersepsi iseseorang. 

Faktor ipertama iyang idikemukakanya iadalah idiri iorang iyang 

ibersangkutan iitu isendiri. iApabila iseseorang imelihat isesuatu idan iberusaha 

imemberikan iinterprestasi itentang iapa iyang idilihatnya, iia idipengaruhi ioleh 

ikarakteristik iindividual iyang iturut iberpengaruh iseperti, imotif, isikap, 

ikepentingan, iminat, ipengalaman idan iharapannya. iMotif isudah ibarang itentu 

iberkaitan idengan ipemuasan ikebutuhan idan iintensitas imotif iitu isangat 

                                                           
15

 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, (Jakarta: 2004, EGC), h. 94 
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idipengaruhi ioleh imendesak itidaknya ipemuasan ikebutuhan itersebut. iSetiap 

iorang imempunyai ipersepsi iyang iberbeda iterhadap isesuatu ikarena imotif 

ipemuasan ikebutuhan ijuga iberbeda. iKepentingan iseseorangpun ibiasanya 

iakan imempengaruhi ipersepsinya. iPengalamanpun iturut imempengaruhi 

ipersepsi iseseorang. iHal i- ihal itertentu iyang isudah iberulang ikali idialami 

iseseorang iakan idipandang idengan icara iyang iberbeda idari icara ipandang 

iorang ilain iyang ibelum ipernah imengalami. 

Berkaitan idengan iharapan iseseorang ipun iturut iberpengaruh 

iterhadap ipersepsinya. iBahkan iharapan iitu ibegitu imewarnai ipersepsi 

iseseorang ihingga iapa iyang isesungguhnya idilihatnya isering idi 

iinterprestasikan ilain isupaya isesuai idengan idengan iapa iyang 

idiharapkannya.
16

 

Faktor ikedua iyang idikemukakanya iadalah imengenai isasaran 

ipersepsi itersebut. iSasaran iitu imungkin iberupa iorang, ibenda iatau iperistiwa. 

iSifat i- isifat isasaran iitu ibiasanya iberpengaruh iterhadap ipersepsi iorang iyang 

imelihatnya. iDengan ikata ilain, igerakan, isuara, iukuran, itindak itanduk idan 

iciri i- iciri ilain idari isasaran ipersepsi iturut imenentukan icara ipandang orang 

yang melihatnya. 

Sedangkan faktor terakhir yang dikemukakanya adalah faktor 

situasi. Persepsi harus dilihat secara kontektual yang berarti dalam situasi 

mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi 

                                                           
16

Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta.: Rineka Cipta, 1995), 

edisi ke 1, h. 101 - 102 
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merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi 

seseorang.
17

 

Sementara iDavid iKrech idan iRichard, imenyebutkan isebagai ifaktor 

ifungsional, ifaktor istruktural, ifaktor isituasional idan ifaktor ipersonal. 

a. Faktor iFungsional, iadalah ifaktor iyang iberasal idari ikebutuhan, 

ipengalaman imasa ilalu idan ihal i- ihal iyang itermasuk iapa iyang ikita isebut 

isebagai ifaktor i- ifaktor ipersonal. iFaktor ipersonal iyang imenentukan 

ipersepsi iadalah iobjek i- iobjek iyang imemenuhi itujuan iindividu iyang 

imelakukan ipersepsi. 

b. Faktor iStruktural, iadalah ifaktor iyang iberasal isemata i- imata idari isifat. 

iStimulus fisik efek - efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf 

individu. 

c. Faktor - faktor isituasional, iFaktor iini ibanyak iberkaitan idengan ibahasa 

inonverbal. iPetunjuk iproksemik, ipetunjuk ikinesik, ipetunjuk iwajah, 

ipetunjuk iparalinguistik iadalah ibeberapa idari ifaktor isituasional iyang 

imempengaruhi ipersepsi. 

d. Faktor ipersonal. iFaktor ipersonal iini iterdiri iatas ipengalaman, imotivasi 

idan ikepribadian.
18

 

Berdasarkan ipendapat ipara iahli idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa 

ifaktor iyang imempengaruhi ipersepsi iseseorang isangat itergantung ipada 

iaspek ikepribadian, iseperti imotif, isikap, ikepentingan, iminat, iharapan idan 

isebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan 

                                                           
17

Ibid, h. 105 
18

 Jalaludin rakhmat, Psikologi Komunikasi. (Bandung : 2000, PT. Remaja Rosdakarya), 

h. 52 - 58 
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hakikat manusia sebagai mahluk individual manusia memiliki 

kemampuan, motif, sikap yang khas dan tidak dimiliki oleh individu lain. 

Oleh sebab itu perihal terjadinya perbedaan persepsi merupakan suatu hal 

wajar. 

Dengan demikian idari ibeberapa ikonsep ipersepsi idiatas idapat 

idismpulkan ibahwa ipersepsi iadalah iproses ipengorganisasian idan iproses 

ipenafsiran iseorang iterhadap istimulasi iyang idipengaruhi ioleh iberbagai 

ipengetahuan, ikeinginan idan ipengalaman iyang irelevan iterhadap istimulasi 

iyang idipengaruhi ioleh iperilaku imanusia idalam imenentukan ipilihan 

ihidupnya. 

4. Pengertian iMasyarakat 

Manusia iadalah imakhluk isosial iyang ihidup ibermasyarakat, ihidup 

ibermasyarakat idapat idiartikan isebagai ihidup idalam isuatu ipergaulan. iKata 

imasyarakat iberasal idari ibahasa iarab i„syaraka‟ iyang iartinya iikut iserta 

i(partisipasi). iSedangkan idalam bahasa inggris dipakai istilah „society’ 

yang berasal dari kata „socius’ yang artinya kawan. 

Aristoteles mengemukakan ibahwa imanusia iini iadalah 

i„zoonpoliticon’ iyaitu imakhluk isosial iyang ihanya imenyukai ihidup 

ibergolongan iatau isedikitnya imencari iteman ibersama ilebih isuka idaripada 

ihidup itersendiri.
19

 iMenurut ikamus ibesar iBahasa iIndonesia, imasyarakat 

imerupakan isekelompok imanusia iyang ibertempat itinggal idalam isuatu 

iwilayah itertentu idengan ibatas i- ibatas iyang ijelas idan imenjadi ifaktor 
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iutamanya iialah iadanya ihubungan iyang ikuat idi iantara ianggota ikelompok 

idibandingkan ihubungan idengan iorang i- iorang idiluar ikelompoknya. 

Sedangkan imenurut iHasan, imasyarakat iadalah igolongan ibesar iatau 

ikecil iterdiri idari ibeberapa imanusia, iyang idengan iatau ikarena isendirinya 

ibertalian isecara igolongan idan ipengaruh i- imempengaruhi isatu isama ilain. 

iPengaruh idan ipertalian ikebatinan iyang iterjadi idengan isendirinya imenjadi 

iunsur iyang iada ibagi imasyarakat. iMasyarakat ibukanya iada idengan ihanya 

imenjumlahkan iadanya iorang i- iorang isaja, idiantara imereka iharus iada 

ipertalian isatu isama ilain.
20

 

Masayarakat imerupakan isatu ikesatuan iyang iselalu iberubah ikarena 

iproses imasyarakat iyang imenyebabkan iperubahan iitu. iDalam izaman ibiasa 

imasyarakat imengenal ikehidupan iyang iteratur idan iaman, idisebabkan ioleh 

ikarena ipengorbanan isebagain ikemerdekaan idari ianggota i- ianggotanya, 

ibaik idengan ipaksa imaupun isukarela. iPengorbanan idisini idimaksudkan 

imenahan inafsu iatau ikehendak isewenag i- iwenang iuntuk imengutamakan 

ikepentingan idan ikeamanan ibersama. iDengan ipaksa iberarti itunduk ikepada 

ihukum i- ihukum iyang itelah iditetapkan i(Negara, iperkumpulan idan 

isebagainya) idengan isukarela iberarti imenurut iadat idan iberdasarkan 

ikeinsyafan iakan ipersaudaraan idalam ikehidupan ibersama iitu i(desa 

iberdasarkan iadat idan isebagainya). 

Bersasarkan iuraian idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipersepsi 

imasyarakat iadalah isuatu iproses idimana isekelompok imanusia iyang ihidup 
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idan itinggal ibersama idalam iwilayah itertentu idan imemberikan ipemahaman 

iatau itanggapan iterhadap ihal i- ihal iatau iperistiwa iyang iterjadi 

idilingkungannya. 

Ada i3 ifaktor iyang idapat imempengaruhi ipersepsi imasyarakat iyaitu
21

: 

1) Pelaku ipersepsi, ibila iseseorang imemandang isuatu iobjek idan imencoba 

imenafsirkan iapa iyang idilihatnya idan ipenafsiran iitu isangat idipengaruhi 

ioleh ikarakteristik ipribadi idari ipelaku ipersepsi iindividu iitu. 

2) Target iatau iobjek, ikarakteristik i- ikarakteristik idan itarget iyang idiamati 

idapat imempengaruhi iapa iyang idipersepsikan. iTarget itidak idipandang 

idalam ikeadaan iterisolasi, ihubungan isuatu itarget idengan ilatar 

ibelakangnya imempengaruhi ipersepsi iseperti ikecendrungan ikita iuntuk 

imengelompokkan ibenda i- ibenda iyang iberdekatan iatau iyang imirip 

3) Situasi, idalam ihal iini ipenting iuntuk imelihat ikonteks iobjek iatau 

iperistiwa isebab iunsur i- iunsur ilingkungan isekitar imempengaruhi 

ipersepsi ikita. 

B. Pelaksanaan iPrinsip iGood iGovernance 

1. Pengertian iPelaksanaan 

Menurut iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI), ipelaksanaan 

iadalah i iproses, icara, iperbuatan imelaksanakan i(rancangan, ikeputusan, 

idsb).
22
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Pelaksanaan iadalah itindakan iatau ipelaksanaan idari isebuah irencana 

iyang isudah idisusun isecara imatang idan iterperinci, iimplementasi ibiasanya 

idilakukan isetelah iperencanaan isudah idianggap isiap. iSecara isederhana 

ipelaksanaan ibisa idiartikan ipenerapan. iMajoe idan iWildabsky 

imengemukakan ipelaksanaan isebagai i ievaluasi. iBrowne idan iWildabsky 

imengemukakan ibahwa ipelaksanaan iadalah iperluasan iaktivitas iyang isaling 

imenyesuaikan.
23

 

Menurut iWahab, iPelaksanaan iatau iimplementasi isebagai iberikut: 

i“Implementasi iadalah itindakan i- itindakan iyang idilakukan ioleh iindividu 

iatau ipejabat i- ipejabat, ikelompok i- ikelompok ipemerintah iatau iswasta iyang 

idiarahkan ipada iterciptanya itujuan i- itujuan iyang itelah idigariskan idalam 

ikeputusan ikebijakan”. iPengertian iimplementasi iyang idikemukakan idi iatas, 

idapat idikatakan ibahwa iimplementasi iadalah itindakan i- itindakan iyang 

idilakukan ioleh ipihak i- ipihak iyang iberwenang i/ iberkepentingan ibaik 

ipemerintah imaupun iswasta iyang ibertujuan iuntuk imewujudkan icita i– icita i/ 

itujuan iyang itelah iditetapkan.
24

 

Sedangkan imenurut iHarsono, imengungkapkan ipelaksanaan iatau 

iimplementasi isebagai iberikut i“Implementasi iadalah isuatu iproses iuntuk 

imelaksanakan ikebijakan imenjadi itindakan ikebijakan idari ipolitik ike idalam 
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iadministrasi. iPengembangan ikebijakan idalam irangka ipenyempurnaan 

isuatu iprogram”.
25

 

Pengertian iimplementasi iyang idikemukakan idiatas, idapat idikatakan 

ibahwa iimplementasi iadalah isuatu ikebijakan idalam ipenyelesaian ikeputusan 

idemi itercapainya itujuan iyang ibaik idengan ibergantung ibagaimana 

iimplementasi iyang iberjalan idengan ibaik idalam imelaksanakan iproses 

ipenyempurnaan iakhir. iOleh ikarena iitu isuatu ipelaksanaan ibaik idiharapkan 

idalam isetiap iprogram iuntuk iterciptanya itujuan iyang idiharapkan. 

2. Pengertian iGood iGovernance 

Good igovernance imerupakan isuatu ikesepakatan imenyangkut 

ipengaturan iNegara iyang idiciptakan ibersama ioleh ipemerintah, imasyarakat 

imadani idan isektor iswasta idimana ikesepakatan itersebut imencakup 

ipembentukan iselunih imekanisme, iproses, idan ilembaga i- ilembaga idimana 

iwarga i idan ikelompok i- ikelompok imasyarakat imengutarakan ikepentingan 

imereka, imenggunakan ihak ihukum, imemenuhi ikewajiban idan 

imenjembatani iperbedaan i- iperbedaan idi iantara imereka.
26

 i 

Disisi ilain iistilah iGood igovernance imenurut iDwi imerupakan 

isesuatu iyang isulit ididefinisikan ikarena ididalamnya iterkandung imakna ietis. 

iDalam iartian ibahwa isesuatu iyang idipandang ibaik idalam isuatu imasyarakat, 

inamun ibagi imasyarakat ilainnya ibelum itentu imendapat ipenilaian iyang 
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isama.
27

 iBerbagai idefinisi iGood igovernance ilainnya iadalah isebagai 

iberikut:
28

 

"Good iGovenance" isering idi iartikan isebagai i"kepemerintahan iyang 

ibaik". iAdapula iyang imengartikannya isebagai i"tata ipemerintahan iyang 

ibaik" idan iada ipula iyan imengartikannya isebagai i"sistem ipemerintahan iyang 

ibaik". iSelanjutnya idijelaskan ipula ibahwa iistilah i"governance" isebagai 

iproses ipenyelenggaraaan ikekuasaan iNegara idalam imelaksanakan ipublik 

igood iand iservices. iSedangkan iarti i"good' idalam i"good igevernace" 

imengandung idua ipengertian, ipertama, inilai i- inilai iyang imenjujung itinggi 

ikeinginan/kehendak irakyat, idan inilai i- inilai iyang idapat imeningkatkan 

ikemampuan irakyat idalam ipencapaian itujuan i(nasional) ikemandirian, 

ipembngunan, iberkelanjutan idan ikeadilan isosial; ikedua i, iaspek i- iaspek 

ifungsional idari ipemerintah iyang iefektif idan iefisien idalam imelaksanakan 

itugasnya iuntuk imencapai itujuan i- itujuan itersebut. iPraktek iterbaiknya idi 

isebut i"good igovernance" iatau ikepemerintahan iyang ibaik. iSehingga idengan 

idemikian i"good igovernance" ididefinisikan isebagai i"penyelenggaraan 

ipemerintah iyang isolid idan ibertangung ijawab, iserta iefektif idan iefisien 

idengan imenjaga ikesinergian iinteraksi iyng ikonsrtuktif idi iantara idomain i- 

idomain iNegara, isektor iswasta idan imasyarakat". 

Menurut iRiswanda i"good igovernance" idiartikan isebagai icara 

ikekuasaan iNegara idigunakan idalam imengatur isumber i- isumber iekonomi 
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idan isosial ibagi ipembangunan imasyarakat i(the iway istate ipower iis iused iin 

imanaging ieconomic iand isocial iresources ifor idevelopment iof isociety).
29

 

Menurut iSedarmayati igood igovernance iadalah isuatu ibentuk 

imanajemen ipembangunan, iyang ijuga idisebut iadministrasi ipembangunan. 

iDengan idemikian iia iberpendapat ibahwa ipemerintah iberada ipada iposisi 

isentral i(agent iof ichance) idari isuatu imasyarakat idalam isuatu imasyarakat 

iberkembang. iDalam igood igovernance itidak ihanya ipemerintah, itetapi ijuga 

icitizen, imasyarakat iyang idimaksud iadalah imasyarakat iyang iterorganisir, 

iseperti iLSM, iasosiasi i- iasosiasi ikerja, ibahkan ipaguyuban.
30

 

Menurut iZulkarnain igood igovernance imerupakan isesuatu iyang 

ibaru ibagi imasyarakat iIndonesia, idimana iaplikasi idaripada ikonsep iini 

iseringkali itergantung ipada ikerjasama ipemerintah idan imasyarakat iuntuk 

imencapai idua itujuan iyaitu ipemerintah iyang ibersih idan idemokratis. 

iDijelaskan ipula ibahwa iterjadinya ikrisis idisebabkan ibanyaknya 

ipenyimpangan idan ipenyalahguanaan ikekuasaan iyang itelah imerusak isendi i- 

isendi ipenyelenggaraan iNegara idan iberbagai isendi ikehidupan inasional. 

iSejak ireformasi idimulai imaka ikonsep igood igovernance imasuk idalam 

ikhasanah ipemulihan iekonomi iIndonesia. iUntuk imengetahui igagasan idan 

ipraktek igood igovernance, imaka iinti igood igovernance iadalah iseni 

ipemerintah iyang iberpijak ipada irule iof ilaw idengan ielemen itransparansi, 

iakuntanbilitas, ifairness, idan iresponsibility. iElemen i- ielemen itersebut 
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imenyadarkan ikita ibahwa igood igovernance iadalah iseperangkat itindakan 

iyang imemberikan ipagar iyang ilebih ijelas idari iproses ipemerintahan idengan 

ifungsi idan iwewenangnya.
31

 

Dari isudut ipendekatan isistem imenurut iPulukadang, igood 

igovernance imenyangkut ipelaksanaan ikekuasaan ipemerintah idalam ihal 

idecisison imaking idan idalam ihal imenjalankan ifungsinya isecara iutuh, idan 

imenyeluruh isebagai isuatu ikesatuan itindakan iyang iterarah idan iteratur, ibaik 

iitu imeliputi ibidang iekonomi i(economic igovernance), ipolitik i(political 

igovernance), idan iadministrasi i(administrativ igovernance).
32

 

Kepemerintahan iekonomi ifungsinya imelalui iproses i- iproses 

ipembuatan ikeputusan iyang imemfasilitasi ikegaitan idibidang iekonomi 

imdidalam inegeri idan iinteraksi idiantara ipelaku iekonomi. iKepemerintahan 

ipolitik ifungsinya imenyangkut iproses i- iproses ipembuatan ikeputusan iuntuk 

iformulasi ikebijakan. iKepemerintahan iadministrasi iadalah isystem 

ipelakanaan iproses ikebijakan. 

Beberapa iaspek iyang ibiasa imenunjukan idijalankannya igood 

igovernance iatau ipemerintahan iyang ibaik imenurut iSuhardono, iyaitu 

ipertama, ipengakuan iatas ipluaraliatas ipolitik; ikedua, ikeadilan isosial; iketiga, 

iakuntanbilitas ipenyelenggaraan ipemerintahan; idan ikeempat, ikebebasan. 

iKasus i- ikasus iyang iberkembang idi idunia iketiga idan iupaya ipembauran 

isistem ikapitalisme idunia, itelah imemunculkan iide iperubahan iyang icukup 

ipenting, idalam, iproses ipenyelenggaraan ipemerintahan. iGood igovernance 
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idalam ikonteks iini idapat idipandang isebagi ilangkah iuntuk imenciptakan 

imekanisme ibaru iyang imemungkinkan iNegara ikembali iberfungsi iuntuk 

imengatasi imasalah i- imasalah iyang ijustru idi iakibatkan ioleh ikerja 

imekanisme ipasar.
33

 

Good igovernance isering idiartikan isebagi itata ipemerintahan iyang 

ibaik. iKonsep igood igovernance ipadas isuatu igagasan iadanya isaling 

i(interdependence) idan iinteraksi idari ibermacammacam iaktor ikelembagaan 

idisemua ilevel idi idalam iNegara i(Legislatif, iEksekutif, iyudikatif, imiliter) 

idan isektor iswasta i(Perusahaan, ilembaga ikeuangan). iTidak iboleh iada iaktor 

ikelembagaan ididalam igood igovernance iyang imempunyai ikontrol iyang 

iabsolute. iDengan ikata ilain, ididalam igood igovernance ihubungan iantar 

iNegara, imasyarakat imadani, idan isektor iswasta iharus idilandasi 

iprinsipprinsip itransparansi, iakuntanbilitas ipublik idan ipertisipasi, iyaitu 

isuatu iprasyarat ikondisional iyang idibutuhkan idalam iproses ipengambilan 

idan ikeberhasilan ipelaksanaan ikebijakan ipublik idan iakseptibilitas 

imasyarakat iterhadap isuatu ikebijakan iyang idibuat ibukan iditentukan ioleh 

ikekuasaan iyang idimiliki, itetapi isangat itergantung idari isejauh iketerlibatan 

iaktor i- iaktor ididalamnya. i 

Prinsip i- iPrinsip iGood iGovernance iMenurut ikamus ibesar ibahasa 

iIndonesia idikatakan ibahwa iprinsip imengandung ipengertian i"asas" 

i(kebenaran iyang imenjadi ipokok idasr iberpikir idan ibertindak, idan 

isebagainya). iSecara iharafiah, iprinsip idapat idiartikan isebagai idasar iyang 
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imnejadi ipedoman iyang idijunjung itinggi ioleh iseseorang iatau ikelompok 

ikarena idiyakini ikebenarannya. 

 

3. Tujuan iGood iGovernance 

Secara isederhana, iGood iGovernance imerujuk ikepada 

ipembangunan iaturan imain idan ilingkungan iekonomi idan iinstitusi iyang 

imemberikan ikebebasan ikepada iorganisasi iuntuk isecara iketat imengikat, 

imeningkatkan inilai ijangka ipanjang ipemilik, imemaksimumkan 

ipengembangan iSDM, idan ijuga imemperhatikan ikepentingan istakeholder 

ilainnya. 

Dilihat idari iberbagai iforum iGood iGovernance isudah imenjadi iisu 

ipenting idunia. iOrganisasi imempunyai iperan ikunci iuntuk ibermain idalam 

ipeningkatan ipengembangan iekonomi idan isosial. 

Dengan idibentuknya ikonteks igoverance imaka iperan iyang idiemban 

ipemerintah isemakin ibanyak iyang ibisa idijalankan. iPeran iyang idimilki ioleh 

ipemerintah iselain iperan istrategi idimasa iyang iakan idatang imenurut 

iWibowo iadalah i
34

: 

a. Menciptakan isituasi iekonomi iyang ikondusif ibagi ipembangunan 

imanusia iberkelanjutan, 

b. Melindungi iwarga inegara iyang iberada idalam iposisi ilemah idan 

irentan. 

c. Meningkatkan iefisiensi idan iresponsivitas ipemerintah, 
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d. Memberdayakan imasyarakat idan imelakukan idemokratisasi isistem 

ipolitik, 

e. Desentralisasi isistem iadministrasi, 

f. Meningkatkan iatau imengurangi ikesenjangan iantar ikelompok ikaya 

idan imiskin. 

g. Memperkuat iintegritas isosial idan ikeragaman ibudaya, 

h. Melindungi ilingkungan, 

i. Mempromosikan ikesejahteraan. 

Tanpa imemiliki iorganisasi iyang iefisien, isuatu inegara iakan isulit 

iuntuk imenciptakan ikemakmuran idan ikesejahteraan ibagi imasyarakat. 

iUntuk iitulah, iGood iGovernance imenjadi isebuah ikebutuhan ipokok idalam 

imembangun iekonomi inasional. 

Sedangkan itujuan iGood iGovernance imenurut iMardiasmo, iyaitu: 

i“Untuk imeningkatkan ikesejahteraan irakyat imelalui ipembentukan iNegara 

i(pemerintah) iyang ikuat, ipasar iyang ikompetitif idan imasyarakat isipil 

i(civilsociety) iyang imandiri”.
35

 

4. Fungsi iGood iGovernance 

Good iGovernance iMenurut iWidodo, iGood iGovernance imemiliki 

itiga ifungsi iutama, iyaitu
36

: 

a. Efektivitas iyang ibersumber idari ibudaya iperusahaan, ietika, inilai, 

isistem, iproses ibisnis, ikebijakan idan istruktur iorganisasi iperusahaan 
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iyang ibertujuan iuntuk imendukung idan imendorong ipengembangan 

iperusahaan, ipengelolaan isumber idaya idan iresiko isecara iefektif 

idanefisien, ipertanggungjawaban iperusahaan ikepada ipemegang 

isaham idan istakeholders ilainnya. 

b. Seperangkat iprinsip, ikebijakan idan isistem imanajemen iperusahaan 

iyang iditerapkan ibagi iterwujudnya ioperasional iperusahaan iyang 

iefisien, iefektif idan iprofitabel idalam imenjalankan iorganisasi idan 

ibisnis iperusahaan iuntuk imencapai isasaran istrategi iyang imemenuhi 

iprisip i- iprinsip ipraktek ibisnis iyang ibaik idan ipenerapannya isesuai 

idengan iperaturan iyang iberlaku, ipeduli iterhadap ilingkungan iserta 

idilandasi ioleh inilai i- inilai isosial ibudaya iyang itinggi. 

c. Seperangkat iperaturan idan iataupun isistem iyang imengarahkan 

ikepada ipengendalian iperusahaan ibagi ipenciptaan ipertambahan 

inilai ibagi ipihak ipemegang ikepentingan i(Pemerintah, iPemegang 

isaham, iPimpinan iPerusahaan idan iKaryawan) idan ibagi iperusahaan 

iitu isendiri. i 

5. Prinsip i i- iPrinsip iGood iGovernance 

Selama ibeberapa itahun ibelakangan iini iGood iGovernance i/ 

ipemerintahan iyang ibaik imarak idibicarakan isebagai isolusi iusaha 

ipenyesuaian iterhadap iperubahan i- iperubahan iyang iterjadi idalam imengelola 

isektor ipublik idi isegala ibidang. iMengingat igelombang iperubahan iyang 

idihadapi ioleh ipemerintah ipada imasa iyang iakan idating iakan isemakin 

ikompleks, ibaik iitu idari itekanan ieksternal imaupun idari iinternal 
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imasyarakatnya. iSelain isebagai icara iyang idinilai iampuh, igood igovernance 

iakhirnya iberkembang isebagai ituntutan imasyarakat iyang isemakin icerdas 

idan ikritis iuntuk idapat iberpartisipasi idalam iproses ipengambilan ikebijakan 

ipublik. iSistem iini idiyakini idapat imengatasi imakin ikompleksnya ifaktor i- 

ifaktor iyang imempengaruhi ipengambilan ikebijakan itersebut, iantara ilain 

ididukung ioleh isifatnya iyang ifleksibel iyaitu idapat iditerapkan idi isemua ilevel 

ipemerintahan idalam isuatu inegara. 

Terdapat ibeberapa irumusan iprinsip iGood iGovernance iyang idisusun 

ioleh ilembaga i- ilembaga iyang iberbeda idi iseluruh idunia, iantara ilain iUnited 

iNations iEconomic iand iSocial iCommission ifor iAsia iand ithe iPacific ipada 

itahun i2004, iUNDP, iWorld iBank, idan ipemerintah iIndonesia isendiri. iTetapi 

isecara iumum isemua iprinsip itersebut imengemukakan ipertimbangan iyang 

isama imengenai ifaktor i- ifaktor idominan iyang iberpengaruh idan iterkait 

idalam iurusan ipublik. iPrinsip i i- i iprinsip iGood iGovernance imenurut iUNDP 

iadalah i: 

a. Participation i/ iPartisipasi 

Keterlibatan imasyarakat idalam ipengambilan ikebijakan ipublik, 

ibaik iseara ilangsung imaupun itidak ilangsung. iPartisipasi imerupakan 

isistem itimbal ibalik iyang itidak ihanya imembutuhkan iaksi idari 

imasyarakat itetapi ijuga imemerlukan ireaksi idari ipemerintah iatau ipejabat 

iberwenang. 
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b. Rule iof iLaw i/ iAturan iMain 

Penegakan ihukum iyang itelah iditetapkan idan iberlaku idi idaerah 

iyang ibersangkutan isecara iobyektif. iPerwujudan iprinsip iini imemerlukan 

ikedisiplinan imasyarakat idan ipenegak ihukum iserta ipemerintah iitu 

isendiri. 

c. Transparency i/ iTransparansi 

Transparansi iberhubungan idengan ikemudahan idalam 

imemperoleh iinformasi iperencanaan imaupun ikebijakan ipublik, iproses 

ipengambilan ikeputusannya idan idasar ipertimbangannya. iTransparansi 

idapat iberjalan iapabila iterdapat ikejujuran idan ikesesuaian itujuan iuntuk 

ikesejahteraan imasyarakat itanpa isisipan ikepentingan ikelompok. 

d. Responsiveness i/ iTanggap 

Seiring idengan imakin imaraknya iperubahan idi isegala ibidang, 

imaka ipemerintah isebagai ipenyedia ipelayanan ipublik iharus icepat idan 

itepat idalam imenanggapi iperubahan itersebut. 

e. Consensus iorientation i/ iOrientasi iKonsensus 

Semua ikeputusan iyang idiambil iberorientasi ikepada ikepentingan 

imasyarakat iyang ilebih iluas, idan isedapat imungkin imengusahakan 

iterbentuknya ikonsensus idalam imasyarakat. 

f. Equity i/ iHak iakan ikeadilan 

Kesamaan idalam ihal ikesempatan idalam imemperoleh 

ikesejahteraan idan ikeadilan ibagi imasyarakat. iDalam iprakteknya, 
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idiharapkan itidak iada ilagi ikecenderungan ikeberpihakan ipada ipihak iatau 

igolongan itertentu. 

g. Efficiency iand ieffectiveness/efisiensi idan iefektif 

Efisien idan iefektif idalam ihal ipenggunaan isumber idaya idalam 

ipembangunan iuntuk ikesejahteraan imasyarakat. 

h. Accountability/akuntabilitas 

Tuntutan ipertanggungjawaban iatas isetiap ikegiatan iyang 

idilakukan iuntuk ikepentingan ipublik imenjadi ipenting ibagi 

iberlangsungnya isistem ipemerintahan iyang ibaik iberdasarkan 

ikepercayaan. 

i. Strategic ivision/strategi ipandangan ike idepan 

Orientasi ipemerintah idan imasyarakat iterhadap ivisi ijangka 

ipanjang, itidak ihanya itujuan ijangka ipendek iyang isesaat. 

 

Sedangkan idalam ipemerintahan iNegara iIndonesia isendiri ikonsep 

iGood iGovernance idiidentifikasi isebagai isuatu ipemerintahan iyang 

iprofesional, imenegakkan isupremasi ihukum idan iHAM, itransparan, 

iakuntabilitas, ibersih, idemokratis, idesentralistik, ipartisipatif, iberkeadilan, 

iberdayaguna idan iberhasil iguna, iserta imeningkatkan idaya isaing. iUnsur i i- i 

iunsur iyang idicakup idalam ikonsep itersebut imenunjukkan iproses iyang 

iseharusnya idilakukan idalam imenjalankan iurusan i- iurusan ipublik 

imengingat ihubungannya ibukan ihanya iinternal ipemerintahan itetapi ijuga 

imengenai ikondisi idan irespon ieksternal ipublik isebagai iobyek ipelayanan 
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ipemerintah. i iPelaksanaan ikonsep iGood iGovernance ipada ikenyataannya 

itidak imudah. iKonsep iideal iyang idirumuskan iuntuk imengarahkan 

ipembangunan inegara imenjadi ilebih ibaik iini iternyata itidak iakan 

imenghasilkan iperubahan iyang idiinginkan ijika istruktur idan isistem 

ipemerintahan iyang imenyelenggarakannya imasih ibersifat ikonvensional. 

iTuntutan i i- i ituntutan isecara iotomatis imuncul iseiring idengan imeluasnya 

ipewacanaan ikonsep iGood iGovernance idi ikalangan imasyarakat. iImplikasi 

isecara iumum iyang iterjadi iadalah ituntutan iakan iadanya ireformasi 

ikelembagaan idan ireformasi imanajemen isektor ipublik. 

Loina idalam ijurnal iBAPPENAS imenyimpulkan ibahwa ijumlah 

ikomponen iataupun iprinsip iyang imelandasi itata ipemerintah iyang ibaik 

isangat ibervariasi idari isatu iinstituisi ike iinstitusi ilain, idari isatu ipakar ike 

ipakar ilainnya. iNamun ipaling itidak iada isejumlah iprinsip iyang idianggap 

isebagai iprinsip i i- i iprinsip iutama iyang imelandasi iGood iGovernance, iyaitu 

i(1) iAkuntabilitas, i(2) iTransparansi, i(3) iPartisipasi iMasyarakat. i
37

 

1)  iPrinsip iAkuntabilitas. 

Akuntabilitas idimaksudkan iuntuk imenjelaskan iperan idan 

itanggungjawab, iserta imendukung iusaha iuntuk imenjamin ipenyeimbang 

ikepentingan imanajemen idan ipemegang isaham, isebagaimana iyang 

idiawasi ioleh iDewan iKomisaris. iDisamping iitu ijuga imerujuk ipada 

ipengembangan irasa itanggungajawab ipublik ibagi ipengambilan ikeputusan 

idi ipemerintahan, isektor iprivat idan iorganisasi ikemasyarakatan 
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isebagaimana ihalnya ikepada ipara ipemilik i(stakeholders). iKhususnya 

idalam ibirokrasi, iakuntabilitas imerupakan iupaya imenciptakan isistem 

iuntuk imemonitor idan imengontrol ikinerja idalam ikaitannya idengan 

ikualitas, iinefisiensi, idan iperusakan isumber idaya iserta itransparan idalam 

imanajemen ikeuangan, ipandangan, iaccounting, idan ipengumpulan isumber 

idaya. 

Akuntabilitas imenurut iMardiasmo iadalah: i“Sebagai ibentuk 

ikewajiban imempertanggungjawabkan ikeberhasilan iatau ikegagalan 

ipelaksanaan imisi iorganisasi idalam imencapai itujuan idansasaran iyang 

itelah iditetapkan isebelumnya, imelalui isuatu imedia ipertanggungjawaban 

iyang idilaksanakan isecara iperiodik”. iAda ibeberapa iindikator idari 

iakuntabilitas, idiantaranya
38

: 

a. Proses ipembuatan ikeputusan iyang idibuat itertulis, itersedia ibagi 

iyang imembutuhkan. 

b. Kejelasan isasaran ikebijakan iyang isudah isesuai idengan ivisi idan 

imisi iorganisasi idengan iprinsip i- iprinsip iadministrasi iyang ibenar. 

c. Kelayakan idan ikonsistensi idari itarget ioperasional imaupun 

iprioritas. 

d. Pertanggungjawaban itelah idisampaikan iseacara iberkala isesuai 

idengan iperaturan iundang i- iundang iyang iberlaku. 
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2) Prinsip iTransparansi 

Transparansi idibangun iatas idasar ikebebasan imemperoleh 

iinformasi. iInformasi iyang iberkaitan idnegan ikepentingan ipublik isecara 

ilangsung idapat i idiperoleh idari iyang imembutuhkan. iTransparansi ijuga 

idiartikan isebagai iketerbukaan ilembaga i i- i ilembaga isektor ipublik idalam 

imemberikan iinformasi idan idisclosure ikepada imasyarakat imengenai 

ikinerja ipemerintahan. iTujuan itransparansi iini imembangun irasa isaling 

ipercayaa iantar ipemerintah idengan ipublik idimana ipemerintah iharus 

imemberikan iinformasi iyang iakurat ibagi ipublik iyang imembutuhkan, 

iterutama iinformasi iyang iandal iberkaitan idengan imasalah i– imasalah 

ihukum, ipengaturan, idan ihasil i i- i ihasil iyang idicapai idalam iproses 

ipemerintahan i. 

Komite iStandar iAkuntansi iPemerintah imendefinisikan 

itransparansi iadalah: i“Memberikan iinformasi ikeuangan iyang iterbuka 

idan ijujur ikepada i imasyarakat iberdasarkan ipertimbangan ibahwa 

imasyarakat imemiliki ihak iuntuk imengetahui isecara iterbuka idan 

imenyeluruh iatas i ipertanggungjawaban ipemerintah idalam ipengelolaan 

isumber idaya iyang i idipercayakan ikepadanya idan iketaatannya ipada 

iperaturan iperundang i i- iundangan”
39

. 

Ada ibeberapa iindikator idari itransparansi, idianataranya: 

a. Penyediaan iinformasi iyang ijelas itentang iprosedur i i- i iprosedur, 

ibiaya i i- i ibiaya idan itanggung ijawab. 
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b. Kemudahan iakses iinformasi. 

c. Menyusun imekanisme ipengaduan ijika iada iperaturan iyang 

idilanggar iatau ipermintaan iuang isuap. 

d. Meningkatkan iarus iinformasi imelalui ikerjasama idengan imedia 

imassa idan ilembaga inon ipemerintah. 

3) Prinsip iPartisipasi 

Keterlibatan imasyarakat idalam ipembuatan ikeputusan ibaik 

isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung imelalui ilembaga iperwakilan 

iyang idapat imenyalurkan i iaspirasinya. iPartisipasi itersebut idibangun iatas 

idasar ikebebasan iberasosiasi idan iberbicara iserta iberpartisipasi isecara 

ikonstruktif.
40

 

Ada i2 iindikator ipartisipasi, idiantaranya: 

a. Adanya iforum iuntuk imenampung ipartisipasi imasyarakat iyang 

irepresentatif, ijelas iarahnya, idan ibersifat iterbuka. 

b. Kemampuan imasyarakat iuntuk iterlibat idalam iproses 

ipembuatan ikeputusan. 

 

6. Tinjauan iPelaksanaan iGood iGovernance 

Pelaksanaan iGood iGovernance iyang ibaik iadalah ibertumpu ipada 

itiga ipilar iyaitu ipemerintah, iswasta idan imasyarakat. iKetiga ipilar itersebut 

iharus iberkerja isecara isinergis, iyang iberarti isetiap ipilar idiharapkan imampu 
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imenjalankam iperannya idengan ioptimal iagar ipencapaian itujuan iberhasil 

idengan iefektif. 

Sehingga iapa iyang ididambakan iIndonesia idan iinstansi ipemerintah 

imenjadi i inegara iyang iGood iGovernance idapat iterwujud idan ihilangnya 

ifaktor i- ifaktor ikepentingan ipolitik, iKKN, iperadilan iyang itidak iadil, ibekerja 

idi iluar ikewenangan, idan ikurangnya iintegritas idan itransparansi iadalah 

ibeberapa imasalah iyang imembahas ipemerintah ilebih ibaik imasih ibelum ibisa 

itercapai. iMasyarakat idan ipemerintah iyang imasih ibertolak ibelakang iuntuk 

imengatasi imasalah itersebut iseharusnya imenjalin iharmonisasi idan 

ikerjasama imengatasi imasalah i i- i imasalah iyang iada. 

Dewasa iini ipermasalahan iyang idialami ioleh ibangsa iIndonesia 

isemakin ikompleks idan isemakin iserat. iOknum i- iOknum iorganisasi 

ipemerintah iyang iseyoganya imenjadi ipanutan irakyat ibanyak iyang 

itersandung imasalah ihukum. iEksistensi ipemerintah iyang ibaik iatau iyang 

isering idi isebut iGood iGovernance iyang iselama iini idieluk i- ielukan, ifaktanya 

isaat iini imasih imenajdi imimpi idan ihanyalah isebatas ijargon ibelaka. 

Terjadinya ikrisis iekonomi idi iIndonesia iantara ilain idisebabkan ioleh 

ipenyelenggaraan ipemerintahan iyang itidak idikelola idan idiatur idengan ibaik. 

iAkibatnya itimbul iberbagai imasalah iseperti ikorupsi, ikolusi idan inepotisme 

i(KKN) iyang isulit idiberantas, imasalah ipenegakan ihukum iyang isulit 

iberjalan, imonpoli idalam ikegiatan iekonomi, iserta ikualitas ipelayanan 

ikepada imasyarakar iyang imemburuk. 
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Sehubung idengan iitu, isebuah ikonsep ibaru iyang isemula 

idiperkenalan ilembaga i- ilembaga idonor iinternasional, iyaitu ikonsep itata 

ikepemerintahan iyang ibaik i(Good iGovernance), isekarang imenjadi isalah 

isatu ikunci idalam iutnuk imembenahi isistem ipenyelenggaraan ipemerintahan 

idi iIndonesia.
41

 

Transparansi imemang ibisa imenjadi isalah isatu isolusi itetapi iapakah 

icukup ihanya iitu iuntuk imencapai iGood iGovernance. iSebagai inegara iyang 

imenganut ibentuk ikekuasaan idemokrasi. iMaka ikedaulatan iberada idi itangan 

irakyat idan idilaksanakan imenurut iUndang i- iUndang iDasar iseperti 

idisebutkan idalam iUUD iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 iPasal i1 

iayat i(2). iNegara iseharusnya imemfasilitasi iketerlibatan iwarga idalam iproses 

ikebijakan ipublik. iMenjadi isalah isatu ipengawasan irakyat ipada inegara 

idalam irangka imewujudkan iGood iGovernance. 

Indonesia idan iinstansi ipemerintah iadalah isalah isatu inegara idi idunia 

iyang isedang iberjuang idan imendambakan iGood iGovernance.Untuk 

imencapai iGood iGovernance idalam itata ipemerintahan idi iIndonesia, imaka 

iprinsip i- i iprinsip i iGood i iGovernance ihendaknya iditegakan idalam iberbagai 

iinstitusi ipenting ipemerintah, iprinsip i- iprinsip tersebut meliputi: 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.
42
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat 

penelitian, sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baiknya 

kita mengetahui hal - hal yang berhubungan dengan metode tersebut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil 

data yang ada dilapangan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu 

saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk 

memecahkan masalah - masalah praktis dalam kehidupan sehari - hari. 

Metode ipenelitian ikuantitatif imerupakan isalah isatu ijenis ipenelitian iyang 

ispesifikasinya iadalah isistematis, iterencana, idan iterstruktur idengan ijelas isejak iawal 

ihingga ipembuatan idesain ipenelitiannya. iDefinisi ilain imenyebutkan ipenelitian 

ikuantitatif iadalah ipenelitian iyang ibanyak imenuntut ipenggunaan iangka, imulai idari 

ipengumpulan idata, ipenafsiran iterhadap idata itersebut, iserta ipenampilan idari 

ihasilnya. iDemikian ipula ipada itahap ikesimpulan ipenelitian iakan ilebih ibaik ibila 

idisertai idengan igambar, itabel, igrafik, iatau itampilan ilainnya
43
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b. Sifat iPenelitian 

Dilihat idari isifatnya, ipenelitian iyang idilakukan ipada idasarnya ibersifat 

ideskriptif ikuantitatif. iMenurut iSangadji ipenelitian ideskriptif iadalah ipenelitian 

iterhadap imasalah i– imasalah iberupa ifakta i– ifakta isaat iinin idari isuatu ipopulasi iyang 

imeliputi ikegiatan isikap iatau ipendapat iterhadap iindividu, iorganisasi, ikeadaan, 

iataupun iprosedur. iSementara imenurut iCooper, iH.M ipenelitian ideskriptif iadalah 

ipenelitian iyang idilakukan iuntuk imengetahui inilai ivariabel imandiri, ibail isatu 

ivariabel iatau ilebih i(independent) itanpa imembuat iperbandingan, iatau 

imenghubungkan idengan ivariabel iyang ilain.
44

 

2. Populasi idan iSample 

a. Populasi 

Populasi iadalah iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri iatas i: iobjek iatau isubjek 

iyang imempunyai ikualitas idan ikreatifitas itertentu iyang iditetapkan ioleh ipenelitian 

iuntuk idipelajari idan ikemudian iditarik ikesimpulannya.
45

 iDalam ipenelitian iini 

ipopulasi iyang idimaksud iadalah iseluruh imasyarakat Kecamatan Semaka yang 

pernah melakukan pelayanan publik di kantor Kecamatan Semaka dengan jumlah 

88 orang yang terdiri dari 56 laki – laki dan 32 perempuan.  

b. Sample 

Menurut iArikunto isampel iadalah ibagian idari ijumlah idan ikarakteristik iyang 

idimiliki ioleh ipopulasi itersebut. iSelanjutnya iArikunto imengatakan ibahwa isebagai 

iancer i- iancer, ijika ipeneliti imempunyai ibeberapa iratus isubyek idalam ipopulasi, 
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imereka idapat imenentukan ikurang ilebih i25% i i- i i30% dari jumlah subyek tersebut. 

Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 

orang dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket / kuesioner, 

sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya.
46

 

Peneliti mangambil teknik sampling yang digunakan ialah Sampling Total 

atau sampel jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu 

semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Berdasarkan ipendapat itersebut, ipeneliti imengambil isampel ipenelitian iyang 

iberjumlah i88 iresponden iyang iterdiri idari iseluruh imasyarakat iyang ipernah 

imelakukan ipelayanan ipublik idi ikantor iKecamatan iSemaka. i 

3. Sumber iData 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer iadalah idata iyang idiperoleh iatau idikumpulkan ilangsung ioleh 

iorang iyang imelakukan ipenelitian iatau iyang ibersangkutan i/ imemerlukannya.
47

J iadi 

idata iprimer imerupakan idari ihasil iangket iatau ikuisioner idan ijuga idokumen iyang 

idiberikan ikepada i88 iresponden idalam ipenelitian. 
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b. Data iSekunder 

Data isekunder iadalah idata iyang isudah ijadi iatau idipublikasikan iuntuk 

iumum ioleh iinstansi iatau ilembaga iyang imengumpulkan, imengolah, idan 

imenyajikan. iData isekunder idisebut ijuga idata iyang itersedia.
48

 iData isekunder 

imerupakan idata ipelengkap idari idata iprimer iyang idiperoleh idari ibuku i- ibuku, 

iliteratur, ikarya i- ikarya idan idokumentasi iterkait ipenelitian. iData idisini imerupakan 

idata istatistik ikependudukan idan idata itentang ilokasi ipenelitian iKecamatan iSemaka. 

Dua idata itersebut idigunakan idengan isaling imelengkapi, ikarena idata iyang 

iada idilapangan itidak iakan isempurna iapabila itidak iditunjang idengan ikepustakaan. 

iDengan imenggunakan ikedua isumber idata itersebut imaka idata iyang iterhimpun 

idapat imemberikan ivaliditas idan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

4. Metode Pengumpulan data 

a. Kuisioner 

Kuesioner iadalah iinstrumen ipengumpulan idata iatau iinformasi i iyang 

idioperasionalisasikan ike idalam ibentuk iitem iatau ipertanyaan. iPenyusunan i 

ikuesioner idilakukan idengan iharapan idapat imengetahui ivariabel i- ivariabel iapa isaja 

iyang imenurut iresponden imerupakan ihal iyang ipenting. iYang imenjadi idasar 

ipembatasan imenentukan ivariabel i- ivariabel itersebut iadalah iharus idapat idimengerti 

idan idirasakan imanfaatnya. iKuesioner idapat iberfungsi isebagai ialat idan isekaligus 

iteknik ipengumpulan idata iyang iberisi isederet ipertanyaan idalam iwujud ikonkrit. 

Penyusunan ikuesioner idilakukan idalam ibentuk ipertanyaan itertutup. iYang 

idimaksud idengan ipertanyaan itertutup iadalah ipertanyaan iyang imembawa 
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iresponden ike ijawaban iyang ialternatifnya isudah iditetapkan isebelumnya, isehingga 

iresponden itinggal imemilih ipada ikolom iyang isudah idisediakan idengan imemberi 

itanda i„x‟.
49

 

Dalam ihal iini, ikuesioner iuntuk ikonsumen idibagi ijadi i2 i(dua) ibagian, iyaitu i 

a) Bagian iI iberisi itentang ipertanyaan imengenai idata iumum iresponden. 

b) Bagian iII iberisi ipertanyaan imengenai ipelaksanaan iPrinsip iGood 

iGovernance. iBentuk ipertanyaan iadalah itertutup idan iresponden 

imenentukan ipilihan ijawaban iberdasarkan iapa iyang isudah iditentukan. 

Metode iini idilakukan isebagai imetode iutama iuntuk imengumpulkan 

iinformasi imengenai ipersepsi imasyarakat iterhadap ipelaksanaan iprinsip iGood 

iGovernance. 

Adapun iskala ipengukuran idata iyang idipakai iadalah iskala ilikert. iSkala iini 

idigunakan iuntuk imengukur isikap, ipendapat, idan ipersepsi iseseorang iatau 

ikelompok iorang itentang ifenomena isosial.
50

 iUntuk imembantu idalam imenganalisis 

idata iyang idiperoleh idalam ipenelitian imaka ipenelitian iini imenggunakan iteknik 

ipenentuan iskor. iTeknik ipengumpulan iskor iyang iakan idigunakan iadalah idengan 

iskala iordinal iuntuk imenilai ijawaban ikuisioner iresponden. i 
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b. Metode iDokumentasi 

Metode iDokumentasi iadalah i”pengumpulan idata imelalui ipeninggalan 

itertulis, iterutama iberupa iarsip i- iarsip ijuga itermasuk ibuu i- ibuku itentang ipendapat, 

iteori, idalil iatau ihukum i- ihukum idan isebagainya iyang iberhubungan idengan 

imasalah ipenyelidikan”.
51

 iMetode idokumentasi idijadikan isebagai imetode 

ipelengkap. i iData iyang idigali iadalah idata iyang iberkenaan idengan idokumen itertulis 

iatau iarsip ikegiatan i iinstansi ipemerintahan iyang iada idi iKecamatan iSemaka 

ikabupaten itanggamus. iDalam ikegiatan iini idokumentasi iberperan isebagai ialat 

ikontrol idata iyang idiperoleh imelalui ikuisioner iatau iangket idan iobservasi. 

5. Operasionalisasi iVariabel 

Didalam ipenelitian idisamping imengidentifikasi ivariabel iyang iakan 

idikumpulkan, iperlu idiberi idefinisi ioperasional, isetiap ivariabel iyang isudah 

idiindentifikasi, idefinisi ioprasional ivariabel iberisikan iindikator i- iindikator idari 

isuatu ivariabel iyang imemungkinkan ipenelitian imengumpulkan idata iyang irelevan 

iuntuk ivariabeltersebut. 

Penarikan ibatasan iyang ilebih imenjelaskan iciri i- iciri ispesifik iyang ilebih 

isubtantif idari isuatu ikonsep itujuannya iagar ipenelitian idapat imencapai isuatu ialat 

iukur iyang isesuai idengan ihakikat ivariabel iyang isudah idi idefinisikan ikonsepnya, 

imaka ipeneliti iharus imemasukkan iproses iatau ioperasional ialat iukur iyang iakan 

idigunakan iuntuk ikuantifikasi igejala iatau ivariabel iyang iditelitinya iadapun idefinisi 

ioperasional ivariabel iadalah isebagai iberikut. 
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1. Variabel idari ipenelitian iini iadalah ipersepsi imasyarakat iterhadap iprinsip 

iGood iGovernance i(Transparansi, iAkuntabilitas idan iPartisipasi i) 

2. Definisi iOprasional iadalah iseperangkat iprosedur iyang imenggambarkan 

iusaha iatau iaktivitas ipeneliti iuntuk isecara iempiris imenjawab iapa iyang 

idigambarkan idalam ikonsep.
52

 

Prinsip iGood iGovernance, imerupakan itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik 

idengan iketiga iprinsip iyang imenjadi ipilar iutama idalam ipelaksanaan iGood 

iGovernance iyaitu, itransparansi, iakuntabilitas idan ipartisipasi
53

. iDi idalam iprinsip i– 

iprinsip itersebut iterdapat iindikator i– iindikator iyang imenjadi ipenilaian iyang idapat 

idiukur, isehingga imenjadi istandar ipelaksanaan iprinsip itersebut 

Tabel. i1 

Definisi iOprasional 

No Variabel Konseptual Operasional Indikator 

1 Transparansi seluruh iproses 

ipemerintah, iLembaga 

i- ilembaga, idan 

iinformasi iperlu idapat 

idiakses ioleh ipihak i- 

ipihak iyang 

iberkepentingan, idan 

iinformasi iyang 

itersedia iharus 

imemadai iagar idapat 

idimengerti idan 

idipantau 

- Adanya iakses 

iinformasi iyang 

imudah idi idapat, 

ijelas idan itepat 

iwaktu 

- tersedianya 

iinformasi iyang 

imemadai ipada 

isetiap iproses 

ipenyusunan idan 

iimplementasi 

ikebijakan ipublik 

- adanya ipapan 

ipemberitahuan 

iinformasi iatau 

ipapan 

ipengumuman 

- tersedianya 

ibrosur i/ ibaliho 

ipemberitahuan 

- tersedianya 

ilaman iweb 

iinstansi 

2 Akuntabilitas pemerintah iharus 

ibertanggung ijawab 

isecara imoral, ihukum 

idan ipolitik iatas 

ikebijakan idan 

itindakan i- itindakannya 

- Adanya 

ikesesuaian iantara 

ipelaksanaan 

idengan istandar 

iprosedur 

ipelaksanaan. 

- Ketepatan 

iwaktu 

ipelaksanaan 

ipelayanan 

- Adanya 

ipelayanan iyang 
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ikepada irakyat. iIni 

iberarti iakuntabilitas 

idipakai iuntuk 

imengukur iatau 

imenilai iapakah 

i“mandat irakyat” 

idijalankan idengan 

ibaik iatau itidak 

- Adanya isanksi 

iyang idi itetapkan 

ipada ikesalahan 

iatau ikelalaian 

idalam 

ipelaksanaan 

ikegiatan 

icermat idan 

ibiaya imurah 

- Adanya ilaporan 

ipertanggung 

ijawaban idari 

ikinerja ipegawai 

3 Partisipasi dalam ipembuatan 

ikeputusan ibaik isecara 

ilangsung imaupun 

itidak ilangsung imelalui 

ilembaga iperwakilan 

iyang idapat 

imenyalurkan 

iaspirasinya. 

iPartisipasi itersebut 

idibangun iatas idasar 

ikebebasan iberasosiasi 

idan iberbicara iserta 

iberpartisipasi isecara 

ikonstruksif. 

- pemahaman 

ipenyelenggara 

idaerah itentang 

iproses iatau 

imotode 

ipartisipatif 

- Adanya 

ipengambilan 

ikeputusan iyang 

idi idasarkan iatas 

iconsensus 

ibersama 

- Meningkatnya 

ikualitas idan 

ikuantitas 

imasukan iuntuk 

ipembangunan 

idaerah 

- Adanya 

imusyawarah 

iyang 

imelibatkan 

imasyarakat 

 

- Adanya ihak 

imasyarakat 

idalam 

ipembuatan 

ikebijakan 

 

- Adanya ikotak 

ikritik idan isaran 

 

 

B. Uji iValiditas idan iReabilitas 

a. Validitas 

Menurut iAzwar, i ivaliditas iberasal idari ikata ivalidity iyang imempunyai iarti 

isejauh imana iketepatan idan ikecermatan isuatu ialat iukur idalam imelakukan ifungsi 

iukurnya. iMenurut iArikunto, ivaliditas iadalah isuatu iukuran iyang imenunjukkan 

itingkat ikesahihan isuatu ites.
54

 

Berdasarkan ibeberapa ipendapat itentang ipengertian ivaliditas idi iatas, imaka 

ipenulis idapat imengambil ikesimpulan ibahwa ivaliditas iadalah isuatu istandar iukuran 

iyang imenunjukkan iketepatan idan ikesahihan isuatu iinstrumen. iPenulis 
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imenggunakan itipe ivaliditas iisi idimana validitas isi menunjukan sejauhmana aitem 

- aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes 

itu. 

b. Reliabilitas 

Menurut Sugiono,Pengertian Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran 

atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang 

dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reabilitas tes adalah 

tingkat keajegan (konsitensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat 

dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun 

diteskan pada situasi yang berbeda - beda. 
55

 

Berdasarkan ipendapat itentang ipengertian ireliabilitas idi iatas, imaka ipenulis i 

idapat imengambil ikesimpulan ibahwa ireliabilitas iadalah ikeajegan isuatu ites iuntuk 

imengukur iatau imengamati isesuatu iyang imenjadi iobjek iukur. iTeknik iyang 

idigunakan idalam imelakukan ipengukuran ireliabilitas imenggunakan iCronbach 

iAlpha.
56

  

                                                           
55

 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 132. 
56

 Azwar, S.  Reliabilitas dan Validitas.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar1997) h. 35 



45 
 

BAB i iIV 

HASIL iPENELITIAN iDAN iANALISIS iDATA 

 

A. Gambaran iUmum iLokasi iPenelitian 

1. Kecamatan iSemaka iKabupaten iTanggamus 

Kecamatan iSemaka iadalah isalah isatu iKecamatan iyang berada di 

kabupaten Tanggamus yang terletak paling barat yang berbatasan langsung 

dengan iPesisir iBarat. 

Kecamatan iSemaka iterbentuk imenjadi iKecamatan iDefinitif idi 

iKabupaten iTanggamus ipada itanggal i28 iAgustus itahun i2000 iberdasarkan 

iperaturan idaerah iNomor i18 itahun i2000, iyang idiundangkan ipada itanggal i28 

iJuni i2000. iSebagai isalah isatu iKecamatan idari i20 iKecamatan idi iKabupaten 

iTanggamus iyang iterletak idi isebelah ibarat idari ijalur ilintas iBarat. iUntuk 

iKecamatan iSemaka idituntut imemacu ipelaksanaan ipembangunan idan 

ikesiapannya idalam imendukung iKabupaten iTanggamus imenghadapi 

iOtonomi iDaerah isebagaimana idiatur iUndang i- iundang iNomor i22 iTahun 

i1999 idan iUndang i- iundang iNomor i25 iTahun i1999. iPenyelenggaraan 

iotonomi iDaerah isebagaimana idiatur iUndang i- iundang itersebut 

ipelaksanaanya idilakukan idengan imemberikan ikewenangan ipenuh ikepada 

idaerah ibagi ipenyelenggaraan ipemerintahan idaerah imelalui iprinsip 

idemokrasi, iperan iserta imasyarakat, ipemerataan idan iprinsip ikeadilan iserta 

ipotensi idan ikeanekaragaman idaerah 

Kecamatan iSemaka imerupakan isalah isatu iKecamatan idi iKabupaten 

iTanggamus idengan iluas i17.090 i iHa idan imempunyai i22 idesa i/ ipekon, iyaitu 
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iTugu iPapak, iKarang iRejo, iGarut, iSidodadi, iKacapura, iTugurejo, iBangun 

iRejo, iSukaraja, iSedayu, iKanoman, iSudimoro, iSudimoro iBangun, iWay 

iKerap, iSri iPurnomo, iSri iKuncoro, iSri iKaton, iPardawaras, iKarang iAgung, 

iSido iMulyo, iTulung iAsahan, iMargomulyo, iSuka iJaya. 

Tabel. i2 

Jumlah iPenduduk ipada iKecamatan iSemaka 

No Pekon 

Jenis iKelamin 

Total Laki i i- i 

iLaki 
Perempuan 

1 Tugu iPapak 878 825 1.703 

2 Karang iRejo 733 715 1.448 

3 Garut 360 328 688 

4 Sidodadi 619 554 1.173 

5 Kacapura 795 749 1.544 

6 Tugurejo 332 346 678 

7 Bangun iRejo 609 589 1.198 

8 Sukaraja 1.814 1.700 3.514 

9 Sedayu 1.248 1.147 2.395 

10 Kanoman 912 876 1.788 

11 Sudimoro 1.119 1.064 2.183 

12 Sudimoro iBangun 939 880 1.819 

13 Way iKerap 883 784 1.667 

14 Sri iPurnomo 1008 961 1.969 

15 Sri iKuncoro 1241 1.139 2.380 

16 Sri iKaton 1310 1.185 2.495 

17 Pardawaras 787 677 1.464 

18 Karang iAgung 676 562 1.238 

19 Sidomulyo 1064 945 2.009 

20 Tulung iAsahan 514 438 952 

21 Margomulyo 289 245 534 

22 Suka iJaya 305 278 583 

Jumlah 18.435 16.987 35.422 

 



47 
 

Berdasarkan itabel itersebut idapat idi iketahui ijumlah ipenduduk 

iKecamatan iSemaka imenurut ijenis ikelamin idan idesa i/ ipekon, ijumlah ipenduduk 

ilaki i– ilaki iberjumlah i18.435 ijiwa, isedangkan ijumlah ipenduduk iperempuan 

iberjumlah i16.987 ijiwa, idengan ijumlah itotal i35.422 ijiwa iyang itinggal ipada 

iKecamatan iSemaka. iJika idilihat ipada itabel ipenduduk ipaling ibanyak iadalah 

ipekon iSukaraja iyang iberjumlah i3.514 ijiwa, ipekon iSukaraja iyang isekaligus 

iIbukota iKecamatan iSemaka. 

2. Pemerintahan iKecamatan iSemaka 

Pemerintahan iKecamatan iSemaka iberpusat ipada ipekon isukaraja iyang 

iditetapkan isejak itanggal i28 iAgustus i2000 iberdasarkan iperaturan idaerah 

iNomor i18 itahun i2000. iBerikut iini iadalah inama i– inama icamat iyang ipernah 

imenjabar idi iKecamatan iSemaka. 

Tabel. i3 

Daftar iNama i– iNama iCamat iKecamatan iSemaka 

No Nama Periode 

1 Drs. iHotman iJauhari 1987 i– i1995 

2 Sukeri, iBA 1995 i– i1998 

3 El. iZuhim iNunyai, iBA 1998 i– i1999 

4 Helmi, iS.Sos 1999 i– i2006 

5 Edi iNarimo, iS.H 2006 i– i2008 

6 Jumaidi, iS.H 2008 i– i2009 

7 Drs. iAnas iAnshori, iM.Si 2009 i– i2010 

8 Rozi iZaini, iS.E, iM.M 2010 i– i2011 

9 Drs. iA. iSyarief, iM.Si 2011 i– i2013 

10 Hermansyah, iS.Sos 2013 i– i2016 

11 Wiwin iTriani, iS.E 2016 i– i2017 

12 Edy iFahrurrozi, iM.M 2017 i– i2018 

13 Suyanto 2018 i– i2019 i 

14 Wiwin iTriani, iS.E 2019 i i- i isekarang 
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3. Struktur iKecamatan iSemaka 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. i1 iStruktur iPemerintahan iKecamatan iSemaka 

 

B. Analisis iData 

1. Karakteristik iResponden 

Sebelum imelakukan itahap ianalisa idata, iterlebih idahulu ipenulis iakan 

imemberikan ipenjelasan imengenai iketerangan i– iketerangan iresponden 

idalam ipenelitian iini i: 

a. Jenis iKelamin 

Tabel. i4 

Jenis iKelamin iResponden 

 

No Jenis iKelamin Frekuensi Persen 

1 laki ilaki 56 63.6 

2 Perempuan 32 36.4 

 Total 88 100.0 
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Berdasarkan iketerangan ipada itabel itersebut, idapat idi iketahui 

itentang ijenis ikelamin iresponden iyaitu iMasyarakat iKecamatan iSemaka 

iKabupaten iTanggamus iyang idi iambil isebagai iresponden, iyang 

imenunjukan ibahwa imayoritas iresponden iadalah ilaki i– ilaki isebanyak i56 

iorang idengan ipersentase isebesar i63.6 i%, isedangkan isisanya iadalah 

iresponden iperempuan isebanyak i32 iorang idengan ipersentase i36.4 i%. iHal 

iini imenunjukan ibahwa isebagain ibesar imasyarakat iKecamatan iSemaka 

iyang imenjadi iresponden iadalah ilaki i– ilaki. 

b. Pekerjaan 

Tabel. i5 

Daftar iPekerjaan iResponden 

No Pekerjaan Frekuensi Persen 

1 Buruh 16 18.2% 

2 Swasta 21 23.9% 

3 Wirausaha 16 18.2% 

4 IRT 15 17.0% 

5 lain i- ilain 20 22.7% 

 Total 88 100% 

 

Berdasarkan idata idari itabel idi iatas idiketahui ibahwa iresponden iyang 

ibekerja isebagai iBuruh iberjumlah i16 iorang idengan ipersentase isebesar 

i18.2%, iresponden iyang ibekerja isebagai iSwasta iberjumlah i21 iorang idengan 

ipersentase i23.9 i%, iresponden iyang ibekerja isebagai iWirausaha iberjumlah 

i16 iorang idengan ipersntase i18.2 i%, iresponden iyang ibekerja isebagai iIRT 

iberjumlah i15 iorang idengan ipersentase i17.0 i%, isedangkan idengan 

ipekerjaan ilain i– ilain i( iMahasiswa idan ipelajar i) iberjumlah i20 iorang idengan 

ipersentase i22.7 i% 
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2. Uji iValiditas idan ireliabilitas 

Perhitungan ivaliditas idan ireliabilitas imenggunakan ijasa 

iprogram ikomputer iSPSS iversi i25.0 ifor iwindows. iSeleksi iatau idasar 

ipengambilan ikeputusan iaitem iyang ivalid idengan icara imembandingkan 

inilai ir itabel idengan ir ihasil. iPada ipenelitian iini inilai ir itabel iyang 

idigunakan iadalah ikoefesien irix i> i0,3 imaka iaitem idinyatakan ivalid, 

isebaliknya ijika irix i< i0,3 imaka iaitem idinyatakan itidak ivalid.
57

 

Untuk imengetahui itingkat ivaliditas idari isetiap ipertanyaan ipada 

ikuisioner, imaka iakan idilakukan iterlebih idahulu iperhitungan istatistik 

idengan imenggunakan iprogram iSPSS i25, iadapun ihasil iOutput 

iperhitungan iuji ivaliditas idapat idilihat ipada itabel iberikut i: 

a. Hasil iUji iValiditas iDan iReliabilitas iPada iPrinsip iTransparansi 

Hasil iuji ivaliditas ipada iprinsip itransparansi, idapat idiketahui 

ibahwa i10 iaitem iyang itelah idiujicobakan ikoefisien ikorelasi iberkisar 

i0,395 isampai i0,804, isedangkan iuji ikoefisien ireliabilitas iprinsip 

itransparansi imemiliki inilai iα i= i0,896 iyang iberarti iaitem isangat ireliabel. 

iSetelah idiperoleh ikoefisien ikorelasi iuntuk imasing i- imasing iaitem, 

iselanjutnya idiambil iaitem iyang ikoefisien ikorelasinya idibawah i0,3 

iuntuk idihilang iSebaran iaitem iprinsip itransparansi iyang ivalid idan igugur 

idapat idilihat ipada itabel i6. 
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Tabel. i6 

Distribusi iAitem iGugur idan iValid iPrinsip iTransparansi 

No. 
Prinsip 

iTransparansi 

Aitem 

itotal 

Aitem Koefiseien 

ikorelasi Valid Gugur 

1. 
Adanya ipapan 

iinformasi 
4 4  i- i 0,641 i- i0,804 

2. 
Tersedianya ibrosur i/ 

ibaliho 
3 3  i- i 0,395 i- i0,726 

3. 
Tersedianya ilaman 

iweb iInstansi 
3 3  i- i 0,684 i- i0,688 

Jumlah 10 10  i- i 0,395 i- i0,804 

Pada itabel i iditunjukkan ibahwa itidak iterdapat iaitem iyang 

idihilangkan i iatau idinyatakan isebagai iaitem igugur ikarena imemiliki 

ikoefisien ikorelasi ikurang idari i0,3. iDengan idemikian, iprinsip 

itransparansi idianggap isangat ibaik isebagai ialat iukur ipenelitian. 

b. Hasil iUji iValiditas iDan iReliabilitas iPada iPrinsip iAkuntabilitas 

Hasil iuji ivaliditas ipada iPrinsip iAkuntabilitas, idapat idiketahui 

ibahwa i10 iaitem iyang itelah idiujicobakan ikoefisien ikorelasi iberkisar 

i0,398 isampai i0,643, isedangkan iuji ikoefisien ireliabilitas iPrinsip 

iAkuntabilitas imemiliki inilai iα i= i0,844 iyang iberarti iaitem isangat 

ireliabel. iSetelah idiperoleh ikoefisien ikorelasi iuntuk imasing i- imasing 

iaitem, iselanjutnya idiambil iaitem iyang ikoefisien ikorelasinya idibawah 

i0,3 iuntuk idihilangkan. iSebaran iaitem iPrinsip iAkuntabilitas iyang ivalid 

idan gugur dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel. 7 

Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Akuntabilitas 

No. Prinsip Akuntabilitas 
Aitem 

total 

Aitem Koefiseien 

korelasi Valid Gugur 

1. 
Ketepatan Waktu 

pelaksanaan pelayanan 
3 3  -  0,398 - 0,568 

2. 

Adanaya pelayanan 

yang cermat dan biaya 

murah 

4 4  -  0,437 - 0,643 

3. 

Adanya laporan 

pertanggungjawaban 

dari kinerja pegawai 

3 3  -  0,478 - 0,631 

Jumlah 10 10  -  0,398 - 0,643 

Pada tabel  ditunjukkan bahwa tidak terdapat aitem yang 

dihilangkan  atau dinyatakan sebagai aitem gugur karena memiliki 

koefisien korelasi kurang dari 0,3. Dengan demikian, Prinsip 

Akuntabilitas dianggap sangat baik sebagai alat ukur penelitian. 

c. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pada Prinsip Partisipasi 

Masyarakat 

Hasil iuji ivaliditas ipada iPrinsip iPartisipasi iMasyarakat, idapat 

idiketahui ibahwa i10 iaitem iyang itelah idiujicobakan ikoefisien ikorelasi 

iberkisar i0,439 isampai i0,695, isedangkan iuji ikoefisien ireliabilitas 

iPrinsip iPartisipasi iMasyarakat imemiliki inilai iα i= i0,860 iyang iberarti 

iaitem isangat ireliabel. iSetelah idiperoleh ikoefisien ikorelasi iuntuk 

imasing i- imasing iaitem, iselanjutnya idiambil iaitem iyang ikoefisien 

ikorelasinya idibawah i0,3 iuntuk idihilang iSebaran iaitem iPrinsip 

iPartisipasi iMasyarakat iyang ivalid idan igugur idapat idilihat ipada itabel i8 
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Tabel. i8 

Distribusi iAitem iGugur idan iValid iPrinsip iPartisipasi iMasyarakat 

No. 
Prinsip iPartisipasi 

iMasyarakat 

Aitem 

itotal 

Aitem Koefiseien 

ikorelasi Valid Gugur 

1. 

Adanya imusyawara 

iyang imelibatkan 

imasyarakat 

3 3  i- i 0,460 i- i0,623 

2. 

Adanya ihak 

imasyarakat idalam 

ipembuatan ikeputusan 

3 3  i- i 0,485 i- i0,695 

3. 
Adanya ikotak ikritik 

idan isaran 
4 4  i- i 0,439 i- i0,605 

Jumlah 10 10  i- i 0,439 i- i0,695 

Pada itabel i iditunjukkan ibahwa itidak iterdapat iaitem iyang 

idihilangkan i iatau idinyatakan isebagai iaitem igugur ikarena imemiliki 

ikoefisien ikorelasi ikurang idari i0,3. iDengan idemikian, iPrinsip 

iPartisipasi iMasyarakat idianggap isangat ibaik isebagai ialat iukur 

ipenelitian. 

C. Hasil iPenelitian 

1. Deskripsi iStatistik iVariabel iPenelitian 

Hasil idari idata yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

masyarakat Kecamata Semaka yang pernah melakukan pelayanan pada 

Pemerintah Kecamatan Semaka merupakan data skor yang sudah dianalisis 

dengan perhitungan statistik sebagaimana tertera dalam tabel berikut. 

Tabel. 9 

Deskripsi Data Penelitian  

Variabel 
∑ 

aitem 

Skor Empirik Skor Hipotetik 

Min Maks Mean Sd Min Maks Mean Sd 

Good Governace 30 30 120 70,15 16,73 30 120 75 15 

Transparansi 10 10 40 22,27 6,274 10 40 25 5 

akuntabilitas 10 10 40 24,96 5.156 10 40 25 5 

Partisipasi 

Masyarakat 
10 10 40 22,92 5,921 10 40 25 5 
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Keterangan skor hipotetik : 

a. Skor minimal (Xmin) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai 

terendah dari pembobotan pilihan jawaban 

b. Skor maksimal (Xmaks) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan 

nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban  

c. Rerata hipotetik (µ) dengan rumus µ = (skor min + skor maks) : 2 

d. Standar deviasi (σ) hipotetik adalah : σ = (skor maks – skor min) : 6 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat variabel yang memiliki uraian 

statistik pada skor empirik dan skor hipotetik berupa jumlah aitem, skor 

minumum, skor maksimum, mean, dan standar deviasi. Skor iempirik ipada 

ivariabel iGood iGovernmance i imenunjukan imean idengan iskor i70,15 isedangkan 

ipada iskor ihipotetik imenunjukkan imean idengan iskor i75 iyang iberarti ibahwa iskor 

ihipotetik iGood iGovernance ilebih ibesar idari iskor iempiriknya. iPada ivariabel 

iTransparansi idapat idiketahui ibahwa iskor iempirik ivariable itransparansi 

imenunjukkan imean isebesar i22,27, isedangkan ipada iskor ihipotetik ivariable 

itransparansi imenunjukkan imean isebesar i25 iyang iberarti ibahwa iskor ihipotetik 

ivariable itransparansi ilebih ibesar idari iskor iempiriknya. iPada ivariable iakuntabilitas 

imenunjukan iskor iempirik iskala ivariable iakuntabilitas isebesar i24,96, isedangkan 

ipada iskor ihipotetik ivariable iakuntabilitas isebesar i25 iyang iberarti ibahwa iskor 

ihipotetik ilebih ibesar idari ipada iskor iempirik.Pada ivariable ipartisipasi imasyarakat 

imenunjukan iskor iempirik iskala ivariable ilakuntabilitas isebesar i22,92, isedangkan 

ipada iskor ihipotetik ivariable iakuntabilitas isebesar i25 i iyang iberarti ibahwa iskor 

ihipotetik ilebih ibesar idari ipada iskor iempirik 
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2. Kategorisasi iSkor iVariabel iPenelitian 

Setelah imendeskripsikan idata ipenelitian, ipeneliti imengkategorisasikan iskor 

ipenelitian ipada imasing i- imasing ivariabel. iHal itersebut ibertujuan iuntuk 

imenempatkan iindividu imenurut isuatu ikontinum iberdasarkan iatribut iyang itelah idi 

iukur idalam ikelompok i- ikelompok iyang iterpisah isecara iberjenjang. iAzwar, 

ipenentuan ikategorisasi iskor ivariabel ipenelitian iialah idengan imemperhatikan 

ibagaian i i- i ibagian iberikut iini. iRentang iTinggi i(skor hipotetik) = skor maks – skor 

min, Rentang Sedang = hasil rentang tinggi – skor min, Rentang Rendah = hasil 

dari rentang sedang.
58

 

Berikut tabel norma skor yang telah di sajikan. Setelah kategori tersebut 

didapatkan, maka akan diperoleh nilai persentasi kategori untuk masing  -  masing 

variabel. 

a. Kategorisasi Variabel Good Governance 

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan isebuah 

ivariabel iGood iGovernanceyang iterdiri idari i30 iaitem iyang iberhubungan 

idengan iGood iGovernance. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel. 10 

Kategorisasi Good Governance 

No. Kategori Rentang Skor Frekuensi % 

1. Tinggi 90 ≤ X 13 14,78% 

2. Sedang 60 ≤ X ˂ 90 51 57,95% 

3. Rendah X <60 24 27,27% 

Total 88 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kategorisasi 

variabel Good iGovernance iterbagi imenjadi itiga ikategori iyaitu ikategori 

itinggi idengan irentang iskor i90 i≤ iX idapat idiperoleh ioleh i13 iresponden idengan 

ipersentase isebesar i14,78%. iKategori isedang idengan irentang iskor i i i i60 i≤ iX i˂ 

i90 idiperoleh ioleh i51 iresponden idengan ipersentase i57,92%. iSedangkan ipada 

ikategori irendah idengan iskor iX i< i60, idapat idiperoleh ioleh i24 iresponden 

idengan ipersentase isebesar 27,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel Good Governance berada pada kategori sedang. 

b. Kategorisasi variabelTransparansi 

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah 

variabel transparansi yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan 

dengan transparansi yang diterapkan dimasyarakat Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel. 11 

Kategorisasi Transparansi 

No. Kategori Rentang Skor Frekuensi % 

1. Tinggi 30≤ X 10 11,36% 

2. Sedang 20 ≤ X ˂ 30 43 48,86% 

3. Rendah X <20 35 39,78% 

Total 88 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel 

transparasni terbagi menjadi tiga kategori iyaitu ikategori itinggi idengan 

irentang iskor i30 i≤ iX idapat idiperoleh ioleh i10 iresponden idengan ipersentase 

isebesar i11,36%. iKategori isedang idengan irentang iskor i20 i≤ iX i˂30 idiperoleh 

ioleh i43 iresponden idengan ipersentase i48,86%. iSedangkan ipada ikategori 
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irendah idengan iskor iX i< i20, idapat idiperoleh ioleh i35 iresponden idengan 

ipersentase isebesar i39,78%. iHal itersebut imenunjukkan ibahwa ivariabel 

itransparansi ipada iKecamatan iSemaka iKabupaten iTanggamus iberada ipada 

ikategori isedang. 

c. Kategorisasi iAkuntabilitas i 

Tabel idibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah 

variabel akuntabilitas yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan 

dengan akuntabilitas pada kecamatan semaka kabupaten tanggamus. 

yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah 

Tabel. 12 

Kategorisasi Akuntabilitas 

No. Kategori Rentang Skor Frekuensi % 

1. Tinggi 30≤ X 5 5,68% 

2. Sedang 20≤ X ˂ 30 75 85,23% 

3. Rendah X <20 8 9,09% 

Total 88 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel 

akuntabilitas terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi dengan 

rentang skor 30 ≤ X dapat idiperoleh ioleh i5 iresponden idengan ipersentase 

isebesar i5,68%. iKategori isedang idengan irentang iskor i20 i≤ iX i˂ i30 idiperoleh 

ioleh i75 iresponden idengan ipersentase i85,23%. iSedangkan ipada ikategori 

irendah idengan iskor iX i< i20, idapat idiperoleh ioleh i8 iresponden idengan 

ipersentase isebesar i9,09%. iHal itersebut imenunjukkan ibahwa ivariabel 

iakuntabilitas ipada iKecamatan iSemaka Kabupaten Tanggamus berada pada 

kategori sedang. 
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d. Kategorisasi Partisipasi Masyarakat 

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah 

variabel akuntabilitas yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan 

dengan akuntabilitas pada kecamatan semaka kabupaten tanggamus. 

yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah 

Tabel. 13 

Kategorisasi Partisipasi Masyarakat 

No. Kategori Rentang Skor Frekuensi % 

1. Tinggi 30≤ X 10 11,36% 

2. Sedang 20≤ X ˂ 30 44 50% 

3. Rendah X <20 34 36,64% 

Total 88 100% 

Berdasarkan tabel idiatas, idapat idiketahui ibahwa ikategorisasi ivariabel 

ipartisipasi imasyarakat iterbagi imenjadi itiga ikategori iyaitu ikategori itinggi 

idengan irentang iskor i30 i≤ iX idapat idiperoleh ioleh i10 iresponden idengan 

ipersentase isebesar i11,36%. iKategori isedang idengan irentang iskor i20 i≤ iX i˂ 

i30 idiperoleh ioleh i44responden idengan ipersentase i50%. iSedangkan ipada 

ikategori irendah idengan iskor iX< i20, idapat idiperoleh ioleh i34 iresponden 

idengan ipersentase isebesar i36,64%. iHal itersebut imenunjukkan ibahwa 

ivariabel iakuntabilitas ipada iKecamatan iSemaka iKabupaten iTanggamus 

iberada ipada ikategori isedang. 

 

3. Pengujian iSumbangan iEfektif  Ketiga Prinsip Good Governance 

Sumbangan ketiga prinsip Good Governance  telah diketahui yaitu sebesar 

100%. Selanjutnya sumbangan efektif dari masing  -  masing ketiga prinsip Good 
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Governance. Sumbangan efektif merupakan iukuran isumbangan isuatu iprediktor 

iterhadap ikeseluruhan iefektifitas igaris iregresi iyang idigunakan isebagai idasar 

iprediksi.
59

 iSumbangan iefektif idari iketiga iprinsip iGood iGovernance imemiliki 

ijumlah iyang isama idengan iR i- square. 

Tabel. 14 

Sumbangan Efektif dari ketiga prinsip Good Governance 

Variabel 
Koefisien 

Regresi (Beta) 

Sumbangan 

Efektif (%) 

Transparansi (X1) 0,375 36,7% 

Akuntabilitas (X2) 0,308 28,6% 

Partisipasi Masyarakat (X3) 0,354 34,7% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing - masing prinsip Good 

Governance memiliki sumbangan iefektif iterhadap iGood iGovernance. iPertama 

isumbangan iefektif ipada iprinsip itransparansi isebesar i36,7%. iKedua isumbangan 

iefektif ipada iprinsip iakuntabailitas isebesar i28,6%. iKetiga isumbangan iefektif ipada 

iprinsip ipartisipasi imasyarakat isebesar i34,7% 

Hasil itersebut imenjelaskan ibahwa itiga iprinsip Good Governance memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap Good Governance. Prinsip transparansi 

memberikan pengaruh yang besar dengan sumbangan efektif sebesar 36,7%. pada 

aspek akuntabilitas memberikan pengaruh yang sangat kecil dibandingkan dengan 

variabel lain yaitu dengan sumbangan efektif 28,6%. iSedangkan iaspek ipartisipasi 

imasyarakat imemberikan ipengaruh iyang ikecil idengan isumbangan iefektif isebesar 

i34,7%. 
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D. Pembahasan 

Penelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui ipersepsi imasyarakat iterhadap 

ipelaksanaa iprinsip iGood iGovernance i( itransparansi, iakuntabilitas idan ipartisipasi 

imasyarakat i). iDalam ipenelitian iini iprinsip iGood iGovernance iakan idibagi imenjadi 

itiga iprinsip iyaitu itransparansi, iakuntabilitas idan ipartisipasi imasyarakat, idari iketiga 

iprinsip itersebut ipeneliti iingin imengetahui iprinsip imana iyang iberpengaruh ibesar 

iterhadap iGood iGovernance. iSehingga idalam ipenelitian iini ipeneliti iakan 

imangajukan itiga ihipotesis. iPenelitian iini imenggunakan iteknik analisis regresi 

berganda untuk melihat ada tidaknya pengaruh pada prinsip Good Governance. 

Proses analisis tersebut menggunakan bantuan program SPSS 25.0 for windows. 

Populasi idan isampel idalam ipenelitian iini iberjumlah i88, iteknik isampling 

iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iialah isampling itotal i/ isampel ijenuh isebagai 

iteknik ipengambilan isampel idalam ipenelitian iini. iSubjek ipenelitian iialah iseluruh 

imasyarakat ikecamatan iSemaka iyang ipernah imelakukan ipelayanan ipada 

ipemerintah ikecamatan iSemaka. i iPenelitian iini iterdapat iempat itemuan iyang 

idiajukan. i 

Hasil itemuan ipertama imenunjukan ibahwa iterdapat ipengaruh i iyang isangat 

ibesardari iprinsip itransparansi idengan isumbangan iefektif isebesar i36,7%. iHasil 

itersebut imenunjukan ibahwa isemakin ibesar ipengaruh idari iprinsip itransparansi 

imakapemerintahan iKecamatan iSemaka imendapat ipersepsi iyang ipositif idari 

imasyarakat ikecamatan iSemaka. iPenelitian iini iterdapat itiga ikategorisasi iyaitu 

ikategori irendah, isedang idan itinggi. iBerdasarkan ihasil ianalisis idata iyang idiperoleh 

ikategorisasi iprinsip itransparansi iberbeda i- ibeda. iKategori iprinsip itransparansi 



61 
 

itinggi isebanyak i10 isubjek idengan ipersentase i11,36%, ipada ikategori itinggi idapat 

idikatakan ibahwa imasyarakat ikecamatan iSemaka idapat imemperoleh iinformasi 

iyang iberkaitan idengan ikepentingan ipublik isecara ilangsung idapat idiperoleh ioleh 

imereka iyang imembutuhkan. iPada ikategori isedang sebanyak ii43 iisubjek iidengan 

iipersentase ii48,86%, iipada iikategori iisedang iidapat iidikatakan iibahwa iiketerbatasan 

iiakses iidalam iimemperoleh iiinformasi iiyang iidiperlukan iioleh iimasyarakat 

iikecamatan iiSemaka. ii iiSedangkan iikategori iirendah iiterdapat ii35 iisubjek iidengan 

iipersentase ii39,78%. iipada iikategori iirendah iidapat iidikatakan iibahwa iidapat iidilihat 

iidari iisosialisasi iiyang iidilakukan iiaparatur iipemerintah iikepada iimasyarakat iiterhadap 

iikebijakan iiyang iiakan iidilaksanakan, iiinformasi iimelalui iimedia iijuga iitidak iiterlalu 

iiefektif i ikarena itidak isemua imasyarakat imengkonsumsi imedia icetak. 

Berdasarkan ipenjelasan idiatas ihal itersebut isesuai idengan iyang 

idikemukakan ioleh iMeutiah ibahwa iTransparansi iadalah iprinsip iyang imenjamain 

iakses iatau ikebebasan ibagi isetiap iorang iuntuk imemperoleh iinformasi itentang 

ipenyelenggaraan ipemerintahan, iyakni iinformasi itentang ikebijakan iproses 

ipembuatan idan ipelaksanaanya iserta ihasil i– ihasil iyang idicapai.
60

 iTransparansi 

iadalah iadanya ikebijakan iterbuka ibagi ipengawasan. iSedangkan iyang idimaksud 

idengan iinfoermasi iadalah iinformasi imengenai isetiap iaspek ikebijakan ipemerintah 

iyang idapat idijangkau ipublik. iKeterbukaan iinformasi idiharapkan iakan 
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imenghasilkan ipersaingan ipolitik iyang isehat, itoleran, idan ikebijakan idibuat 

iberadsarkan ipreferensi ipublik.
61

 

Hasil itemuan ikedua imenunjukan ibahwa iterdapat ipengaruh i iyang isangat 

ibesardari iprinsip iakuntabilitas idengan isumbangan iefektif isebesar i28,6%. iHasil 

itersebut imenunjukan ibahwa isemakin ibesar ipengaruh idari iprinsip iakuntabilitas 

imaka ipemerintahan iKecamatan iSemaka imendapat ipersepsi iyang ipositif idari 

imasyarakat ikecamatan iSemaka. iPenelitian iini iterdapat itiga ikategorisasi iyaitu 

ikategori irendah, isedang idan itinggi. iBerdasarkan ihasil ianalisis idata iyang idiperoleh 

ikategorisasi iprinsip iakuntabilitas iberbeda i- ibeda. iKategori iprinsip iakuntabilitas 

itinggi isebanyak i5 isubjek idengan ipersentase i5,68%, ipada ikategori itinggi idapat 

idikatakan ibahwa ipemerintah ikecamatan iSemaka idapat ibertanggung ijawab iatas 

ikinerjanya idalam imelakukan ipelayanan idan ikejelasan isasaran ikebijakan iyang 

isudah isesuai idengan ivisi idan imisi iorganisasi idengan iprinsip i- iprinsip iadministrasi 

iyang ibenar. iPada ikategori isedang isebanyak i75 isubjek idengan ipersentase i85,23%, 

ipada ikategori isedang idapat idikatakan ibahwa ipemerintah ikecamatan isemaka ibelum 

imaksimal idalam imelaporkan ihasil ipenggunaan ianggaran ikepada imasyarakat iluas. 

iSedangkan ikategori irendah iterdapat i8subjek idengan ipersentase i9,09%. ipada 

ikategori irendah idapat idikatakan ibahwa ipemerintah ikecamatan iSemaka ikurang 

ibertanggungjawab iatas ipelayanan, idapat idilihat idari iadanya ibiaya itambahan iuntuk 

imemperlancar ipelayanan idan iketepatan iwaktu idalam imemberikan ipelayanan. 

Berdasarkan ipenjelasan idiatas ihal itersebut isesuai idengan iyang 

idikemukakan ioleh iSedarmayanti ibahwa iakuntabilitas iadalah isuatu iperwujudan 
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ikewajiban iuntuk imempertanggungjawabkan ikeberhasilan iatau ikegagalan 

ipelaksanaan imisi iorganisasi idalam imencapai itujuan iyang itelah iditetapkan imelalui 

imedia ipertanggungjawaban iyang idilaksanakan isecara iperiodik.
62

 iPenerapan 

iprinsip iakuntanbilitas iakan imendorong isetiap ipejabat ipemerintahan idaerah iuntuk 

imeleksanakan isetiap itugasnya idengan icara iyang iterbaik ibagi ikeberhasilan 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idi idaerahnya, ikarena isetiap itindakan idan 

ikeputusan iyang idi iambil iharus idapat idi ipertanggunggjawabkan ikehadapan ipublik 

imaupun idari ikacamata ihukum.
63

 

Hasil itemuan iketiga imenunjukan ibahwa iterdapat ipengaruh i iyang isangat 

ibesardari iprinsip ipartisipasi imasyarakat idengan isumbangan iefektif isebesar i34,7%. 

iHasil itersebut imenunjukan ibahwa isemakin ibesar ipengaruh idari iprinsip ipartisipasi 

imasyarakat imaka ipemerintahan iKecamatan iSemaka imendapat ipersepsi iyang 

ipositif idari imasyarakat ikecamatan iSemaka.Penelitian iini iterdapat itiga ikategorisasi 

iyaitu ikategori irendah, isedang idan itinggi. iBerdasarkan ihasil ianalisis idata iyang 

idiperoleh ikategorisasi iprinsip ipartisipasi imasyarakat iberbeda i i- i ibeda. iKategori 

iprinsip iakuntabilitas itinggi isebanyak i10 isubjek idengan ipersentase i11,36%, ipada 

ikategori itinggi idapat idikatakan ibahwa imasyarakat ikecamatan iSemaka iikut 

iberperan iaktif idalam ipengambilan ikeputusan iyang idibuat idalam ipemerntahan 

ikecamatan iSemaka. iPada ikategori isedang sebanyak i44 isubjek idengan ipersentase 

i50%, ipada ikategori isedang idapat idikatakan ibahwa imasyarakat ikecamatan isemaka 

imasih ikurang idilibatkan, iakibatnya ikebijakan iatau iprogram iyang iditempuh ioleh 
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ipemerintah idaerah itidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan 

kategori rendah terdapat 34 subjek dengan persentase 36,64%. pada kategori 

rendah dapat dikatakan bahwa penjaringan aspirasi masyarakat yang tidak merata, 

biasanya yang diundang dalam jaring aspirasi bersifat elitis, kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau 

program – program. 

Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Kaho bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah 

juga tidak terlepas dari partisipasi iaktif ianggota imasyarakatnya. iMasyarakat 

iDaerah, ibaik isecara ikesatuan isistem imaupun isebagai iindividu, imerupakan ibagian 

iintegral i iyang isangat ipenting idari isistem ipemerintahan idaerah, ikarena isecara 

iprinsip ipenyelenggaraan iotonomi idaerah iditujukan iguna imewujudkan imasyarakat 

iyang isejahtera idi idaerah iyang ibersangkutan. iOleh ikarena iitu itanggung ijawab 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idaerah itidak isaja idi itangan ikepala idaerah, iDPRD, 

iaparat ipelaksananya i, itetapi ijuga idi itangan imasyarakat idaerah itersebut.
64
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BAB iIV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang itelah idilaksanakan, imaka idapat idiambil 

ikesimpulan isebagai iberikut i: 

1. Hasil itemuan ipertama idari ipersepsi imayarakat iSemaka iterhadap 

ipelaksanaan iprinsip itransparansi, iakuntailitas, ipastisipasi imasyarakat. 

a. Prinsip itransparansi iterdapat ipada ikategori isedang idengan irentan 

iskor i20 i< iX i< i30 idiperoleh i43 iresponden idengan ipersentase 

i48,86%. 

b. Prinsip iakuntabilitas iterdapat ipada ikategori isedang idengan irentan 

iskor i20 i< iX i< i30 idiperoleh i75 iresponden idengan ipersentase 

i85,23% 

c. Prinsip ipartisipasi imasyarakat iterdapat ipada ikategori isedang 

idengan irentan iskor i20 i< iX i< i30 idiperoleh i44 iresponden idengan 

ipersentase i50% 

2. Hasil itemuan ikedua ibesarnya ipengaruh idari iprinsip itransparansi, 

iakuntabilitas idan ipartisipasi imasyarakat. 

a. Hasil iyang idiperoleh imenujukkan ibahwa iprinsip itransparansi 

imemberikan isumbangan iefektif ipaling ibesar idari iprinsip iGood 

iGovernance ilainnya isebesar i i36,7% iterhadap ipersepsi imasyarakat i 
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b. Hasil iyang idiperoleh imenujukkan ibahwa iprinsip iakuntabilitas 

imemberikan isumbangan iefektif ipaling ikecil idari iprinsip iGood 

iGovernance ilainnya isebesar i i28,6% iterhadap ipersepsi imasyarakat i 

c. Hasil iyang idiperoleh imenujukkan ibahwa iprinsip ipartispasi 

imasyarakat imemberikan isumbangan iefektif isedang idari iprinsip 

iGood iGovernance ilainnya isebesar i34,7% iterhadap ipersepsi 

imasyarakat i 

 

B. Saran i 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang itelah idilaksanakan, isaran iyang idapat 

ipeneliti isampaikan iadalah isebagai iberikut: 

1. Bagi iMasyarakat iKecamatan iSemaka 

Bagi iMasyarakat iKecamatan iSemaka idiharapkan iselalu iberperan iaktif idalam 

iPemerintahan iSemaka iuntuk itercapainya ipemerintahan iyang ibaik idan idiharapkan 

idapat imenjadi ipengawas ibagi iPemerintahan iKecamatan iSemaka iagar itidak iterjadi 

ihal i– ihal iyang imenyimpang idalam iprinsip i– iprinsip ipemerintahan iyang ibaik iatau 

iGood iGovernance. 

2. Bagi iPemerintah iKecamatan iSemaka 

Bagi iPemerintah iKecamatan iSemaka idiharapkan idapat imemberikan 

ipelayanan iyang ibaik iuntuk imasyarakat idan iPemerintah iSemaka idiharapkan idapat 

imelaksanakan iprinsip i– iprinsip iGood iGovernance idalam ipelayanan ikepada 

imasyarakat iSemaka. 
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3. Bagi iPenelitian iSelanjutnya 

Bagi ipenelitian iselanjutnya iyang itertarik iuntuk imeneliti idan imengkaji 

ikembali iPersepsi iMasysrakat iKecamatan iSemaka iTerhadap iPelaksanaan iPrinsip 

iGood iGovernance iPemerintah iKecamatan iSemakalebih icermat idalam 

ipengambilan isubjek ipenelitian. iSelain iitu, ibagi ipara ipeneliti iselanjutnya 

idiharapkan idapat imenggunakan iPrinsip i– iPrinsip iGood iGovernance iyang ilain. 
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